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ABSTRAK 
 
DHURROTUL LUM’AH, S3 409080092010, KONTRIBUSI WAKAF TANAH MILIK 
SEBAGAI POTENSI EKONOMI UMAT  DI KABUPATEN SUKOHARJO, Tesis: 
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penelitian, adalah : 1) Untuk mengetahui pengaturan perwakafan tanah milik 
untuk usaha produktif ditinjau menurut syari at Islam dan perundang-undangan yang 
berlaku, 2). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi 
ekonomi umat di Kabupaten Sukoharjo, 3). Untuk mengetahui penyebab perwakafan  tanah 
milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan oleh umat Islam di Kabupaten 
Sukoharjo. 
Metode yang digunakan adalah metode non doktrinal, jenis penelitian diagnotik dan 
bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data: wawancara dan kepustakaan. Jenis data yakni 
data primer (responden) dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan intepretasi 
teori (theoritical inter pretative). 
Kesimpulan penelitian ini adalah; 1) Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha 
produktif dalam syariat Islam adalah masalah ijtihad, tidak ada ketentuan yang tegas dalam 
teks al-Qur’an dan hadits. Sedangkan dalam perundang-undangan diatur dalam Peraturan 
Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres nomor 1 tahun 
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan shodaqoh, 
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan  Peraturan Pemerintah nomor 42 
tahun 2006  tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, 
tujuan wakaf untuk ibadah dan atau kesejahteran  umum menurut syari’at Islam, 2) Wakaf 
tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum dapat dirasakan 
pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal, 3) Perwakafan tanah milik untuk 
usaha produktif tidak banyak dilakukan di kabupaten Sukoharjo dikarenakan: a)  Struktur 
hukum; 1, Kepala Kantor Urusan Agama belum menjalankan tugasnya sebagai 
pembimbing, pengawas, pelaksana perwakafan secara maksimal, khususnya di bidang 
pembimbingan,2. Belum terbentuknya Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kabupaten  b) 
Budaya hukum umat Islam di Sukoharjo masih berorientasi pada pola pikir konvensional. 
Wakaf dipahami sebagaimana yang ada dalam pengertian agama secara klasik. Di samping 
kurang maksimalnya sosialisasi undang-undang perwakafan kepada masyarakat ditingkat 
pedesaan. 
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ABSTRACT 
 
DHUROTUL LUM’AH. S340908009, 2010 CONTRIBUTION OF WAQF OF OWNED 
LAND AS THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE PEOPLE IN SUKOHARJO 
DISTRICT. Thesis : Postrgaduate Program of Sebelas Maret University of Surakarta. 
This research aimed to know : 1) the rules of owned land waqf for productive activities, 
viewed from the Shari’a and the applicable legislation, 2) to know how big contribution of 
private land endowments as the economic potential of  the people in Sukoharjo district. To 
find the cause of private property is not much to contribute by Muslimd in Sukoharjo district. 
This research included non-doctrinal legal research (sociological), which is a 
descriptive qualitative. The research data though interviews and literature studies. Data type 
that is primery ( respondent) and secondary data. Analysis using the theory of interpretation.  
Results showed that : 1) in the Shari’a, the land given to the waqf property is a matter 
of ijtihad, there is no clear provision in the Qur’an and hadith. While the Government 
Regulation No. 28/1977 of the Waqf of land owned, 3rd Book of Presidential Instruction No. 
1/1991 of the Compilation of Islamic Law, which governs the Waqf and shadaqah, Law No. 
41/2004 of the Waqf, and the Government Regulation No. 42/2006 of the implementation of 
the Law No. 41/2004, is in according to Shari’a, 2) privately owned land handed over to 
Waqf has great potential to improve people’s economy, but its implementation is still a little 
big so that potential can not be perceived as a maimum, 3) privately owned land handed over 
to Waqf, which is used for productive activities is not much done in Sukoharjo district 
because : a) Structure of the law. Head Office of Religious Affairs has not been perfoming its 
duties as a supervisor, supervisors, and implementers about Waqf maximally, espencially in 
coashing, b) Has not been established yet the Waqf foundation in the level of Sukoharjo 
regency, c) Legal culture of Muslim in Sukoharjo are still oriented in the conventional 
mindset. Waqf is understood as a classic in the religious sense. Besides lack of socialization 
maximal Waqf laws to the community at village level.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Indonesia sebagai Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas 
penduduknya beragama Islam, masih menghadapi persoalan kemiskinan dan 
kesenjangan sosial yang hingga saat ini belum terpecahkan. Jumlah penduduk miskin 
terus bertambah, sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini. Usaha-usaha secara 
maksimal untuk mengentaskan kemiskinan belum dapat dirasakan hasilnya oleh 
puluhan juta kaum lemah/dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air, hal ini sangat 
berlawanan dengan semangat dan komitmen ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip 
persaudaraan dan keadilan sosial.1 
Jika kita cermati lebih jauh, ditemukan bukti-bukti empiris bahwa 
bertambahnya jumlah penduduk yang berkehidupan di bawah garis kemiskinan 
bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah 
penduduk (over population) akan tetapi lain persoalan distribusi yang kurang merata 
serta rendahnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat. Lingkaran 
kemiskinan yang terbentuk dalam masyarakat kita lebih banyak kemiskinan struktural 
sehingga upaya untuk mengatasinya harus dilakukan   melalui   upaya   yang   bersifat   
prinsipil,  sistematis  dan konprenhensif, bukan hanya bersifat parsial dan sporadis dan 
sesaat.2 Untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh, bukanlah sesuatu yang 
mudah dikerjakan, karena kesejahteraan materiil maupun spiritual hanya mungkin 
dapat dicapai beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas yang 
                                                 
1 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Islam 
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, hal. 1-2 
 2 Ibid.  
1 
 
 x 
penting untuk mewujudkan kesejahteraan, yaitu tercapainya hak-hak azasi manusia, 
termasuk hak mendapatkan keadilan.3 
 Di dalam ajaran Islam keadilan merupakan konsep hukum dan sosial. Keadilan 
sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi faktor-faktor 
kehidupan manusia termasuk keadilan ekonomi, keadilan yang mutlak menurut ajaran 
Islam tidak menuntut persamaan penghasilan bagi seluruh anggota masyarakat, tetapi 
sesuai kodratnya sebagai manusia yang berbeda-beda bakat dan kemampuannya.4 
Di Indonesia wakaf dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama 
Islam masuk ke Indonesia yang juga menjadi salah satu penunjang pengembangan 
agama dan masyarakat Islam. Masalah wakaf khususnya perwakafan tanah milik, jika 
dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 
Agraria adalah sangat penting, sehingga kemudian perlu diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik yang kemudian 
dikuatkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang 
Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan 
pelaksanaannya, sehingga wakaf tanah dapat digunakan sebagai salah satu sarana 
pengembangan penghidupan beragama dan bermasyarakat dan semakin luas dan 
kongkrit, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil 
dan sprituil menuju masyarakat adil dan makmur.5 
Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan 
ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di 
samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga 
merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi 
sosial).6 
                                                 
3 Ibid. 
                  4  Ibid. 
                5 Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia tahun 2003, Proyek Pengelolaan Zakat dan 
Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haki, Jakarta, hal. 1. 
6 Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2006, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral 
Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 1. 
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Obyek perwakafan di Indonesia umumnya masih berupa tanah, sehingga 
Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960, dalam 
Pasal 49 ayat (3) mengatur bahwa : “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah”.7 
Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam soal 
perwakafan tanah milik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan tanah milik, yang 
dalam konsideran menyebutkan :  
a. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai 
salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat 
yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil 
menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 
b. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur 
tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara 
perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan 
disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah 
yang diwakafkan. 
c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) 
Undang-undang 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tatacara dan 
pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah.8 
 
Pemerintah melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam telah mengeluarkan aturan bagi hakim peradilan agama di seluruh Indonesia 
diantaranya mengatur tentang wakaf. Peraturan yang ada tersebut dirasa kurang 
memadai karena permasalahan wakaf yang mengemuka di masyarakat dan dihadapi 
oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nazhir dari waktu ke waktu yang 
berkembang. Di samping itu masyarakat amat membutuhkan peraturan mengenai wakaf 
produktif dan wakaf uang yang selama ini belum pernah diatur dalam regulasi wakaf di 
negara kita.  
                                                 
   7 Peraturan Pemerintah Perwakafan, 2001, DirjenBIMAS, Depag, Jakarta, hal. 80  
          8 Undang-undang Perwakafan, 2006, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 
Departemen Agama, Jakarta, hal. 80 
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Sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan 
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 
1999-2004, yang antara lain menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum, 
maka penyusunan rencana Undang-undang (RUU) Wakaf merupakan bagian yang 
inhern dengan penataan sistem hukum nasional, seperti dimaksud dalam GBHN adalah 
yang bersifat menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum 
agama dan hukum adat. Dengan adanya Undang-undang Wakaf, maka pengembangan 
wakaf memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, antara lain untuk memberikan 
kepastian hukum kepada wakif (pewakaf), nadhir (pengelola wakaf), dan maukuf ‘alaih 
(yang berhak menerima hasil wakaf).9 
Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan 
DPRRI telah mensyahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang “Wakaf”, 
yang salah satu konsiderannya menyebutkan : “Bahwa Lembaga Wakaf sebagai Pranata 
Keagamaan memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan 
efesien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.10Kemudian 
untuk melengkapi aturan yang ada tentang wakaf, maka pada tanggal 15 Desember 
2006, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan 
Pelaksana Undang-undang Nomor 41 Tahu 2004 tentang Wakaf. Kesemua peraturan 
perundangan tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk memberikan payung hukum di 
dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya. 
Upaya dan perhatian pemerintah terhadap lembaga perwakafan tersebut 
menunjukkan betapa pentingnya lembaga wakaf dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dalam praktek di masyarakat prosentase 
peruntukan tanah wakaf lebih banyak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat keibadatan 
misalnya untuk masjid, mushalla, panti asuhan, pondok pesantren yang tidak 
                                                 
9 Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, 2006, Direktorat 
Pembedayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeman Agama, Jakarta, hal. 
55 
10 Peraturan Perundangan Perwakafan, Op.Cit, hal, 1 
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mempunyai nilai produktif. Dari sisi ekonomi padahal sebenarnya lembaga wakaf dapat 
saja diberuntukkan bagi hal-hal yang mengandung suatu kebaikan dan kemaslahatan 
masyarakat luas yang bersifat produktif selama tidak menyalahi ajaran agama Islam. 
Hal tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa Negara Islam Timur 
Tengah yang telah mempunyai pengalaman yang cukup matang di bidang perwakafan, 
contohnya Negara Mesir. Dimana pemerintahan Mesir di pimpin oleh Presiden Jamal 
Abdul Naser memerlukan pinjaman uang, pemerintah meminjam ke badan wakaf Al 
Azhar (pinjaman tanpa bunga) tidak ke lembaga-lembaga moneter internasional dan 
tidak suka ke negeri-negeri lain11. 
Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa wakaf 
termasuk di dalamnya wakaf tanah mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-
persoalan ekonomi kemasyarakatan dalam arti kata wakaf tanah mengandung potensi 
sumber daya ekonomi umat. Wakaf dalam tataran idiologis berbicara tentang 
bagaimana nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, 
sedangkan pada wilayah paradigma sosial – ekonomis, wakaf menjadi jawaban konkrit 
dalam menghadapi realitas problematika kehidupan masyarakat. Salah satu konsep 
sumber daya ekonomi apabila dikaitkan dengan tanah mungkin dapat dipahami, bahwa 
tanah merupakan “Natural Resources” (sumber daya alam), sedangkan manusia sebagai 
“Human Resources” ( sumber daya manusia). Dalam pengalaman sejarah, ekonomi 
suatu bangsa dan negara akan dapat tumbuh dan berkembang apabila kedua faktor 
tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan 
baru dalam iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Bertolak dari pemikiran di atas, 
maka tanah wakaf sebagai suatu lembaga sosial Islam, pada hakekatnya mempunyai 
fungsi yang sama dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya 
penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan 
tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti pendidikan, masjid, pondok 
pesantren, panti-panti asuhan, dan lain-lain, tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro 
                                                 
11 Rachmat Djatniko, 1992, Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya Aspek-aspek Fundamental, 
Mimbar Hukum, al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, hal. 10. 
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dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, seperti rumah sakit, 
pertokoan, pertanian, peternakan, industri, pertambangan, real estate, hotel, restaurant, 
dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap sebagai tanah wakaf, namun hasilnya dapat 
dimanfaatkan secara lebih optimal. Hal ini merupakan salah satu alternatif untuk 
mengoptimalkan fungsi wakaf itu sendiri.12 
Jika memperhatikan kenyataan yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang 
terdiri dari 12 Kecamatan, menunjukkan kecenderungan umat Islam  di kawasan ini 
dalam menunaikan wakaf tanah milik dapat dikatakan baik. Dari data yang ada 
Departemen Agama Kabupaten ini13,  menunjukkan wakaf tanah milik tersebar di 
seluruh Kecamatan. Setidaknya ada 1.536 lokasi wakaf tanah milik dengan luas 
486.046.11 M2, meskipun pemanfaatan wakaf tanah milik sebagian besar 
diperuntukkan tempat ibadah. Sedangkan wakaf produktif ada 7 buah, berupa lahan 
persawahan (sebagaimana tabel II dalam lampiran) dengan luas 18.306 M2. Sebagian 
besar wakaf produktif ini berada di Kecamatan Polokarto, tepatnya di Desa Wonorejo, 
sebanyak 5 lokasi dengan luas 12.646 M2. Selebihnya berada di Kecamatan Sukoharjo 
1 lokasi dengan luas  3000 M2, dan di Kecamatan Kartasura 1 lokasi dengan luas 2.660 
M2. 
Dorongan sebagian besar umat Islam di kawasan Kabupaten Sukoharjo dalam 
mewakafkan tanah miliknya, cenderung melihat kepentingan-kepentingan yang ada 
kaitannya dengan masalah ibadah, utamanya tempat ibadah. Uswatun Hasanah14  
melihat bahwa wakaf mempunyai peran yang besar dalam pemberdayaan ekonomi 
umat, meskipun menilai sebagian besar wakaf di Indonesia belum dikelola secara 
produktif. Hanya ada berapa yayasan, seperti Yayasan Badan Wakaf UII, Yayasan dan 
Wakaf Sultan Agung, Yayasan Badan Wakaf Gontor, yang sudah mengelola wakaf 
                                                 
12 M. Thaher Azhary, 1992, Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis, 
Mimbar Hukum No. 7 Tahun III, Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,  
Jakarta, hal. 13-13. 
 13 Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo, Jumlah Tanah Wakaf Petak/Bidang, Luas dan 
Jenis Penggunaannya Kabupaten Sukoharjo Bulan Januari Tahun 2009. 
 14 Uswatun Hasanah, Perkembangan Wakaf di Dunia Islam, Mimbar Hukum dan Peradilan No. 
69 April 2009. hal. 37 
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secara produktif.  Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengangkat persoalan wakaf 
tanah dengan judul KONTRIBUSI WAKAF TANAH MILIK SEBAGAI  POTENSI  
EKONOMI UMAT DI KABUPATEN SUKOHARJO. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas maka peneliti 
dapat mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif ditinjau 
menurut Syariah Islam dan perundang-undangan yang berlaku ? 
2. Seberapa besarkah Kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat di 
Kabupaten Sukoharjo ? 
3. Mengapa perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan 
oleh umat Islam di Kabupaten Sukoharjo ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
     Dengan memperhatikan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian  adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif 
ditinjau menurut Syariah Islam dan perundang-undangan yang berlaku.  
2. Untuk mengetahui   kontribusi wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi umat di 
Kabupaten Sukoharjo. 
3. Untuk mengetahui penyebab perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak 
banyak dilakukan oleh umat Islam di Kabupaten Sukoharjo. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritik 
Diharapkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, utamanya ilmu hukum 
yakni perkembangan hukum perwakafan di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
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Diharapkan menjadi rujukan lembaga perwakafan, utamanya wakaf tanah milik 
dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi umat di 
Kabupaten Sukoharjo. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1.  Teori Bekerjanya Hukum  
Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan yang erat dengan 
konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum adalah 
untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh masyarakatnya ke 
dalam bentuk yang konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber 
daya kepada masyarakatnya. Hal demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan 
masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakikat 
dari pengertian hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu 
merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing 
mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok 
mereka. 
Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat 
memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem15. Sistem hukum merupakan 
cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai 
kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Berbicara 
masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. 
Karena kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi kepada masalah politik 
yang sarat dengan diskriminasi terhadap kelompok lain. Untuk memahami 
bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dahulu bidang 
pekerjaan hukum. Sedikitnya ada 4 (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh 
hukum, yaitu : 
                                                 
              15 Esmi Warrasih, 2005, Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, 
Semarang, hal. 30 
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a. Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan 
menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh 
dilakukan. 
b. Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan 
kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya. 
c. Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. 
d. Mempertahakan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur 
kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala ada. Merumuskan 
hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan 
perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan. 
Dari empat pekerjaan hukum tersebut, menurut Satjipto Rahardjo secara 
sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum, yaitu : 
a. Social Control ( kontrol sosial ) 
Social kontrol merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga 
masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan 
sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. 
Termasuk dalam lingkup kontrol sosial ini adalah: 
1) Pembuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan 
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. 
2) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat 
3) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan sosial. 
b. Sosial Engineering ( rekayasa sosial ) 
Penggunaan  hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau 
keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda 
dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan 
waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada 
pembahasan sikap dan perilaku masyarakat dimasa mendatang sesuai dengan 
keinginan pembuat undang-undang. Perubahan-perubahan yang dikehendaki 
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itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah 
laku yang baru di masyarakat.16 
Robert B. Seidman menyatakan tindakan apapun yang diambil baik 
oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-
undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, 
budaya, ekonomi dan politik, dan lain-lain sebagainya. Seluruh kekuatan-
kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk 
memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku menerapkan sanksi-
sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.17 
Dengan demikian peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh 
lembaga dalam pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai 
macam faktor, Robert B Seidman mencoba untuk menerapkan pandangannya 
tersebut di dalam analisanya mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat 
yang dilukiskan dalam bagan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Satjipto Rahardjo, 1986, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, h. 119-120 
17 Esmi Warrasih, Op.Cit, h. 11-12 
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Gambar 1 
Teori Bekerjanya Hukum 
Oleh Robert B Seidman bagan itu diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai berikut 
: 
a.  Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang 
peranan itu diharapkan bertindak. 
b.  Bagaimana seorang pemegang peranan itu bertindak sebagai suatu respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan 
kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dan lembaga-lembaga pelaksana serta 
keseluruhan kompleks kekuatasn sosial, politik dan lain-lainnya mengenai 
dirinya. 
c.  Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang 
ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek ketentuan-
ketentuan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan 
balik yang datang dari para pemegang peranan. 
d.  Bagaimana para pembuat undang-undang itu bertindak merupakan fungsi 
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, 
keseluruhan kompleks ketentuan-ketentuan sosial politik, ideologis dan lain-
lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang pemegang 
peranan serta birokrasi.18 
                                                 
18 Ibid, hal. 12 
Bekerjanya Kekuatan-kekutan 
personal & sosial 
Bekerjanya Kekuatan-kekutan 
personal & sosial 
Peran yang dimainkan 
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Selanjutnya dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum atau 
keefektifan hukum ( yang tentunya juga pelaksanaan suatu kebijaksanaan atau suatu 
komitmen ) bersangkutan dengan 5 (lima) faktor pokok yaitu19 : 
 
a. Faktor hukumnya sendiri 
b. Faktor penegak hukum  
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 
karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan 
hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. 
Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin 
luas ruang lingkupnya maupun peranannya. Oleh karena itu, muncul masalah 
bagaimana mengusahakan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana 
pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharu.20 
Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence Friedman mengemukakan adanya 
komponen-komponen yang tekandung dalam hukum, yaitu21: ). Komponen subtansi 
yaitu berupa norma-norma  hukum, yang meliputi peraturan-peraturan, keputusan-
keputusan, dan sebagainya yang semuanya digunakan oleh para penegak hukum 
maupun oleh mereka yang diatur, 2). Komponen yang disebut dengan struktur, yakni 
kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, seperti Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya 
                                                 
19 Ibid, hal. 12 
                    20 Satjipto Raharjo, ibid, hal. 78 
21 Esmi Warrasih, Op.Cit, hal. 81-82 
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sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian 
pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur, 3). Komponen hukum yang 
bersifat kultural, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang 
hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture yakni kultur 
hukumnya lawyers dan judged’s dan external legal culture, yaitu kultur hukum 
masyarakat pada umumnya 
      2. Tinjauan umum tentang wakaf  
Sebagaimana telah dijelaskan oleh Juhaya S Praya dalam bukunya yang 
berjudul Perwakafan di Indonesia, yang menjelaskan bahwa Wakaf  merupakan  
salah  satu  bentuk  amal  ibadah  perbuatan  yang dijanjikan mendapatkan pahala 
terus menerus. Wakaf juga merupakan salah satu institusi atau pranata sosial Islam 
yang mengandung nilai sosial ekonomi22  Lembaga perwakafan adalah salah satu 
bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Selain itu dalam buku Fiqh Wakaf 
yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Departeman Agama RI menjelaskan tentang 
Pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, dan yang berhungan dengan wakaf. 
         Sejumlah kajian tentang tanah wakaf sebagaimana tersebut diatas adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah 
nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang wakaf, Al-Qur’an dan Hadits, Buku dan lain-lain.  
          a. Pengertian Serta Kedudukan Wakaf  Dalam Ajaran Islam.  
Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari kata ”waqafa” yang 
berarti ”berhenti”, maksudnya berhenti jadi obyek dalam lalu lintas perdagangan, 
tidak boleh dijadikan obyek transaksi hanya manfaatnya yang boleh diambil oleh 
pihak yang dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang diwakafkan itu. Kata 
                                                 
              22 Juhaya S Praya, Loc.Cit. 
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”waqafa” adalah  sinonim dengan bahasa yang berarti ”menahan”, maksudnya 
menahan benda pokoknya tidak boleh dialihkan, yang diambil hanyalah 
manfaatnya atau hasilnya. Kata lain yang dapat dipakai dengan maksud 
”mewakafkan” adalah ”sabbala”, maksudnya penjadikan benda yang dilepaskan 
itu ”fi sabilillah” dipergunakan manfaatnya di jalan Allah. 
Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 memberikan 
definisi dari lafald wakaf sebagai berikut : ”wakaf (Al-waqf = menahan tindakan 
hukum). Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang 
dimanfaatkan untuk kepentingan umum.23 Muhammad Rawwas Qal’ahji, 
mendefinisikan wakaf adalah menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di 
jalan Allah.24 
Menurut Muhamad Al-Khathib, kata ”wakaf” berasal dari bahwa Arab 
”waqafa” berarti ”menahan” atau ”berhenti” atau ”diam ditempat” atau ”tetap 
berdiri”. Kata waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya denan ”habasa-yahbisu-
tahbisan”, sedang kata ”al-waqfu” dalam bahasa Arab, mengandung beberapa 
pengertian ”al waqfu bi ma’na at tahbiisi wattasbiili” yang artinya menahan, 
menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.25 
Pengertian wakaf menurut para cendekiawan : 
a. Koesoemah Atmadja 
Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu 
barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas 
masyarakat. Semula guna kepentingan seseorang/orang tertentu atau guna 
seseorang maksudnya/tujuannya barang tersebut sudah berada dalam tangan yang 
mati.26 
                                                 
23 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.1, Jilid 6, Ichtiar Baru Van Hoeve, 
Jakarta, hal. 1905 
24 Muhamad Qawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khaththab ra, terjemahan M. Abdul 
Mujieb AS, dkk, cet. Pertama, 1999, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 641 
25 Muhammad Al-Khatib, Al-Iqna’, Darul Ma’arifah, Bairut, hal. 26 
26 Ahmad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 1988, Universitas Press, Jakarta, 
hal. 84 
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b. Ahmad Azhar Basyir 
Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya  
tanpa  musnah  seketika  dan  untuk  penggunaan yang mubah serta dimaksudkan 
mendapatkan keridhaan Allah.27 
c. H. Imam Suhadi 
Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang 
disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan 
penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah SWT, sehingga benda-
benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan28. 
d. Rahmat Djatnika 
   Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama pakai) dari 
peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya 
dan tidak pula menghibakannya, dan mensedekahkan manfaatnya untuk 
kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan beralih menjadi 
milik Allah, bukan lagi menjadi milik wakif.29 
Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga 
mereka berbeda pula dalam memandang hakekat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan 
tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut: 
a. Menurut Abu Hanifah 
Wakaf  adalah  menahan  suatu  benda yang menurut hukum, tetap milik si  
wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Jadi yang timbul 
dari wakaf hanyalah ”menyumbang manfaat”. Karena itu Madzhab Hanafi 
mendefinisikan wakaf adalah : ”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, 
yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada 
suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupu akan dataang”. 
                                                 
27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam  tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, Al Ma’arif, 1977, 
Bandung, hal. 5 
28 Ibid, hal. 5 
29 Rachmat Djatnika, Pandangan Islam tentang Infak Shadaqah, Zakat, dan Wakaf sebagai 
Komponen dalam Pembangunan, 1983, Al Ikhlas, Surabaya, hal. 15 
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b. Madzhab Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal 
Syafi’i dan Ahmad berpendapat, bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang 
diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif 
tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Wakif 
menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ’alaih (yag diberi 
wakaf), sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang 
penyaluran sumbangannya tersebut. Madzhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah 
”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik 
Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). 
c. Madzhab yang lain, sama dengan madzhab ketiga, namun berbeda dari segi 
kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf alaih (yang 
diberi wakaf), meskipun mauquf alaih tidak melakukan suatu tindakan atas benda 
wakaf tersebut, baik menjual maupun menghibahkannya.30                                              
Sedang rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
wakaf, masing-masing telah memberikan definisi terhadap arti wakaf sebagai berikut : 
a. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum 
seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 
dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan 
ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Pasal 21 KHI).31 
b. Rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1977, yang 
dimaksud wakaf adalah : perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.32 
c. Sedang rumusan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-udang Nomor 41 Tahun 2004, 
yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
                                                 
30 Fiqh Wakaf , Op.Cit, hal. 2-4 
31 Kompilasi Hukum Islam, Reader I, Proyek Pengembangan Tehnis Yustisial Mahkamah 
Agung R.I, hal. 66 
32 Peraturan Perundangan Perwakafan, Op.Cit, hal. 129 
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meanyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.33 Hal ini senada dengan pengertian 
wakaf yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006. 
Jadi berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 
dipahami, bahwa wakaf adalah merupakan perbuatan hukum seseorang atau 
sekelompok orang atau suatu badan hukum yang menyerahkan sebagian harta benda 
(tanah) miliknya untuk diambil manfaatnya guna kepentingan umum, baik berupa 
sarana ibadah maupun kepentingan umum lainnya sesuai dengan syariah/ajaran agama 
Islam. 
Wakaf ( awkaf = jamak) adalah suatu institusi pokok yang merupakan kunci 
dalam Islam, yang telah menyatukan lapisan-lapisan masyarakat di daratan luas secara 
sah dengan pemberian, bagi orang-orang Islam (wakaf) menghubungkan secara kuat 
tentang ajaran derma (sosial) dengan ajaran secara relegius.34 
 Kedudukan wakaf dalam ajaran Islam mempunyai nilai ajaran yang tinggi dan  
wakaf  merupakan salah satu lembaga sosial Islam bagi masyarakat muslim dalam 
mengembangkan keagamaan dan kemasyarakatan, sebagaimana zakat, infak dan 
shadaqah. Setidaknya ada dua landasan paradikma yang terkandung dalam ajaran 
wakaf itu sendiri yaitu paradikma idiologis dan paradikma sosial – ekonomi. 
Pertama, paradigma idiologis, bahwa wakaf yang diajarkan oleh agama Islam 
mempunyai sandaran idiologi yang amat kental sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu 
segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan harus dibarengi 
dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada 
umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjaun relatif, yaitu 
harta (kekayan dunia) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus 
                                                 
33 Ibid, hal. 2-3 
            34 Clarissa Augustinus, Chif; Researcehes:: M. Siraj Sait and DR. Hilary Lim, University of east 
London, United King Dom, Editing; Roman Rollnich and Tom Osanjo, UN-HABITAT; copyrigh (c). 
United Human, Setllements Programme (UN-HABITAT), 2005, Nairobi, Kenya, 2005.  
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mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik). Prinsip pemilikan harta dalam 
Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok 
orang. Sebagaimana  Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 
õ‹è{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y‰|¹ 
öNèdã•ÎdgsÜè? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 
Èe@|¹ur öNÎgø‹n=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ 
Ö`s3y™ öNçl°; 3 ª!$#ur ìì‹ÏJy™ 
íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ   
 
Artinya :   Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.35 
 
Kedua, Landasan paradikma sosial-ekonomi. Setelah memiliki landasan idiologi 
yang bersumber pada kalimat tauhid (laa ilaaha illa Allahi ), wakaf mempunyai 
kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Kalau dalam 
tataran nilai idiologis wakaf berbicara tentang bagaimana nilai-nilai yang seharusnya 
diwujudkan oleh dan untuk umat Islam, sedangkan pada wilayah paradikma sosial-
ekonomi, wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan 
(sosial-ekonomi) masyarakat.36 
Kedudukan harta wakaf memiliki beberapa azas yang terkadung di dalamnya, 
antara lain : 
a. Asas keseimbangan dalam kehidupan atau asas keselarasan dalam hidup yang 
merupakan asas hukum yang universal. Asas tersebut diambil dari tujuan wakaf, 
yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah SWT, sebagai wahana 
komunikasi keseimbangan spirit antara manusia (makhluk) dengan Allah (Khalik). 
b. Asas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan 
ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari 
                                                 
         35 Depag RI, 1995, Al-qur’an dan Terjemahannya,CV. Alwaah, Semarang, hal. 297-298  
36 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, 2004, Proyek Peningkatan 
Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Garahaji, VIII, Jakarta, hal. 45-45 
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kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan harta benda 
merupakan hal yang esensial dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan 
harta benda yang menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan 
harta benda menyangkut bidang ekonomi, dan keduanya bertalian erat yang tidak 
bisa dipisahkan. Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi, bahwa 
semua harta benda hakekatnya milik Allah SWT, kepemilikan dalam ajaran Islam 
disebut juga sebagai amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta 
yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah 
SWT.37 Konsepsi tersebut sesuai dengan Firman Allah Qs Al-Maidah ayat 120 
yang menyatakan : 
¬! à7ù=ãB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#ur 
$tBur £`ÍkŽÏù 4 uqèdur 4’n?tã Èe@ä. 
&äóÓx« 7•ƒÏ‰s% ÇÊËÉÈ   
Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 
dalamnya; dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.38 
 
Sebagai sebuah ajaran hukum wakaf tergolong pada syariah yang bersifat 
syakral dan suci. Namun pemahaman dan implementasi hukum wakaf tersebut 
tergolong pada fiqih ( upaya yang bersifat kemanusiaan), oleh karena itu bisa 
dipahami bahwa praktek dan realisasi hukum wakaf tersebut terkait erat dengan 
realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk 
Indonesia). 
Wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, wakaf telah disyariarkan 
setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah pada Tahun 
kedua hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli hukum Islam 
(fuqaha), tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut 
sebagaian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan 
adalah Rasulullah SAW, yakni wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW,  Untuk 
                                                 
37 Fiqih Wakaf, Op.Cit, hal. 64 
   38 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit, hat. 184 
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dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 
Umar binSyabah dari “Amir bin Sa’ad bin Muad ia berkata : “Kami bertanya 
tentang mula-mula wakaf dalam Islam ? Para Muhajirin mengatakan adalah wakaf 
Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah 
SAW”.39  
Wakaf dalam ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang 
perkembangan hukum Islam dan esensi hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri 
merupakan perpaduan antara wahyu Allah SWT; dengan kondisi masyarakat yang 
ada pada saat wahyu itu diturunkan. Missi hukum Islam sebagai aturan untuk 
mengejawantahkan nilai-nilai keimanan dan akidah dengan mengemban misi 
utama ialah mendistribusikan keadilan hukum, keadilan sosial, maupun keadilan 
ekonomi. Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka 
menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan meminimalisir terjadinya 
kesenjangan sosial yang berlatar belakang ekonomi antara yang miskin dengan 
yang kaya. Sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan 
masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Islam memandang kekayaan sebagai 
amanat Allah SWT, yang seyogyanya menjadi sarana perekat untuk membangun 
persaudaraan dan kebersamaan. 40 
Sejak masa Rasulullah, masa khalifah dan masa dinasti-dinasti Islam sampai 
sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu dari seluruh negeri 
muslim termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga 
wakaf yang berasal dari ajaran agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi 
hukum adat bangsa Indonesia itu sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula 
bahwa di Indonesia terdapat benda wakaf, baik benda bergerak maupun tak 
bergerak.41  
                                                 
   39 Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, 2004, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 
Dirjen Bimas Islam dan Garahaji, hal, 7-10 
40 Abdul Ghofur Anshori, 2006, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Cet. II, Pilar 
Media, yogyakarta, hal. 33. 
41 Fiqih Wakaf, Op.Cit, hal. 10. 
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Setelah mengetahui kedudukan wakaf dalam ajaran Islam, permasalahan 
yang timbul adalah apakah dalam wakaf itu perlu adanya ijab dan qabul saat 
menyampaikan keinginan wakaf?. Dalam hal ini ada beberapa pebendaan 
pendapat. 
Dalam hal “ijab” Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wakaf 
terjadi cukup dengan perbuatan, dan barang yang maksud berubah menjadi wakaf, 
sedang Syafi’i mengatakan bahwa wakaf tidak bisa terjadi kecuali dengan redaksi 
yang dilafadlkan. Kemudian jika kaitannya dengan “Qabul”, menerima wakaf dari 
seseorang, madzhab yang empat sepakat bahwa wakaf untuk pihak yang tidak 
terbatas tidak membutuhkan qobul, sedangkan terhadap pihak tertentu, menurut 
Maliki dan Hambali sama seperti wakaf umum, ia tidak memerlukan qobul. 
 
b. Dasar Hukum, Tujuan dan Fungsi Wakaf. 
1. Dasar Hukum  
  Secara teks,  masalah wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan 
As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber 
hukum Islam tersebut. Di dalam  Al-Qur’an sering menyatakan konsep wakaf 
dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi 
kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan 
wakaf dengan ungkapan habs (tahan). Semua ungkapan yang ada di Al-
Qur’an dan Al-Hadits senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang 
dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang 
mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT. Jadi 
dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari 
pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga dari As-Sunnah. Tidak ada dalam 
ayat Al-Qur’an yang secara tegas tentang ajaran wakaf. Yang ada hanya 
pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur’an yang dikategorikan sebagai 
amal kebaikan, demikian pula dalam Al-Hadits/As-Sunnah.  
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Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ibadah wakaf antara lain 
adalah : 
a). Ayat Al Qur’an Surat  Al- Hajj ayat 77. 
$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# 
(#qãZtB#uä (#qãèŸ2ö‘$# 
(#rß‰àfó™$#ur 
(#rß‰ç6ôã$#ur öNä3-/u‘ 
(#qè=yèøù$#ur uŽö•y‚ø9$# 
öNà6¯=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ) ÇÐÐÈ   
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu 
mendapat kemenangan42. 
 
 
QS. Ali Imran 92 
`s9 (#qä9$oYs? §ŽÉ9ø9$# 4Ó®Lym 
(#qà)ÏÿZè? $£JÏB šcq™6ÏtéB 4 
$tBur (#qà)ÏÿZè? `ÏB &äóÓx« 
¨bÎ*sù ©!$# ¾ÏmÎ/ ÒOŠÎ=tæ ÇÒËÈ   
Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. 
dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.43 
 
QS. Al-Baqarah 261 
 
ã@sW¨B tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZãƒ 
óOßgs9ºuqøBr& ’Îû È@‹Î6y™ «!$# 
È@sVyJx. >p¬6ym ôMtFu;/Rr& 
yìö7y™ Ÿ@Î/$uZy™ ’Îû Èe@ä. 
7's#ç7/Yß™ èps•($ÏiB 7p¬6ym 3 
ª!$#ur ß#Ïè»ŸÒãƒ `yJÏ9 âä!$t±o„ 
3 ª!$#ur ììÅ™ºur íOŠÎ=tæ ÇËÏÊÈ   
Artinya :  Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
                                                 
42 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Alwaah, Semarang, hal.523 
43 Ibid, hal. 91 
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benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia 
kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.44 
 
b). Hadits-hadits Rasulullah, antara lain :  
)¼¼ôôééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé4ééééééééééééééééééééééééé é ééé éé éé é… é é
larissa Augustinus, Chif; Researcehes: M. Siraj Sait and DR. Hilary Lim, University of e4rtinya : g g
 
Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Apabila 
anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga 
perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang 
mendoakan oang tuanya “ ( HR. Muslim ).45 
 
Sedang penafsiran shadaqah dalam hadits tersebut adalah  
 2005, Nairobi, Kenya,asalah wakaf tidak terdapat dalam Al _
“Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama  menafsirkan 
shadaqah jariyah dengan wakaf.46 
“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra, memperoleh 
sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk 
memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang 
tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah 
yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, Bila kamu suka, kamu 
tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar 
melakukan shadaqah, tidak dijual tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. 
Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang kafir, kaum 
kerabat dan budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau 
tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf tanah itu (pengurusnya) makan dari 
hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta” ( HR. Muslim).47  
c). Dasar Hukum dalam perundang-undangan. 
                                                 
44 Ibid, hal 65 
45 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, Jakarta, 2006, hal. 12 
46 Ibid 
47 Ibid 
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Untuk mengantipasi pelaksanaan wakaf yang sudah berkembang dalam 
kehidupan masyarakat, maka pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan 
berbagai peraturan diantaranya : 
1).  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (UUPA). 
2).  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah 
Milik, jis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 
1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, 
Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991, tentang Pendaftaran Tanah. 
3).  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam. 
4).  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan. 
5). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf 
6). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.  
2. Tujuan dan Fungsi Wakaf 
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat hubungannya 
dengan sosial ekonomi masyarakat yang mendatangkan kemaslahatan amat besar bagi 
masyarakat dan umat, serta bagi negara. Wakaf merupakan pranata dalam keagamaan 
Islam yang sudah mapan. Sepanjang sejarah Islam wakaf merupakan sarana dan 
modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama dan masyarakat 
Islam yang di Indonesia sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama 
Islam masuk ke Indonesia. Wakaf atau perwakafan sebagai wadah yang memrupakan 
suatu proses secara normatif di dalam Islam, dipahami sebagai lembaga/institusi 
keagamaan yang sangat penting, disamping lembaga sosial Islam lainnya seperti 
zakat, infak, perbankan, dan shadaqah. Sebagai salah satu pilar dan sarana untuk 
mengembangkan bidang sosial ekonomi guna menunjang dan meningkatkan 
kesejahteraan kehidupan umat Islam. Sebagai proses, perwakafan dapat dijadikan 
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suatu gerakan untuk membangkitkan semangat umat Islam menjadikan lembaga 
wakaf sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial dan ekonomi umat Islam. 
Tujuan wakaf, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah untuk kepentingan peribadatan 
atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.48  
Sedang Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan, 
bahwa tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan 
fungsinya.49 
Lebih tegas lagi yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006, bahwa tujuan wakaf adalah untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.50 
Secara rinci dikemukakan oleh Sufyan Hasan, bahwa untuk kepentingan 
peribadatan berarti untuk hal-hal yang langsung berhubungan dengan Tuhan (Allah 
SWT), secara vertikal, misalnya untuk masjid, mushala dan sarana-sarana 
peribadatan lainnya. Sedangkan untuk kepentingan umum, berarti untuk 
kepentingan kemasyarakatan pada umumnya, misalnya untuk rumah sakit, lembaga 
pendidikan, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini yang 
lebih penting adalah melestarikan tujuan wakaf dengan cara pengelolaan yang baik 
yang dilakukan oleh nazhir agar manfaatnya dapat kekal dinikmati masyarakat.51 
Bahkan dalam Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 
disebutkan bahwa wakaf dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna 
pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, 
dalam rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil menuju masyarakat adil 
dan makmur berdasarkan pancasila.52 Pendapat lain mengatakan, bahwa wakaf 
                                                 
48 Peraturan Perundang-undangan Perwakafan, Op.Cit, hal. 129. 
49 Ibid.  
50 Informasi Peraturan Peundang-undangan, 2007, Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 486. 
51 Sofyan Hasan, 1995, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, cet. I, Al Ikhlas, Surabaya, hal. 78 
   52 Peraturan Perundang-undangan Perwakafan, Loc.Cit. 
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adalah salah satu amalan ibadah. Oleh karena itu wakaf harus mempunyai tujuan 
tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan niali-nilai ibadah. Ibadah disini 
maksudnya adalah ibadah ghairu mahdlah (ibadah yang tidak ditentukan), yakni 
ibadah yang bersifat sosial, misalnya untuk membangun sarana peribadatan, sarana 
pendidikan, sarana perekonomian, sarana sosial, sarana olah raga, kesehatan dan 
lain sebagainya, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Sehingga 
wakaf dapat mengentaskan kondisi anak yatim, fakir miskin dan lain-lainnya agar 
menjadi kaya, baik itu keluarganya sendiri maupun bukan keluarganya. Wakaf juga 
bisa untuk membangun sarana kepentingan umum, misalnya masjid, sekolahan, 
jembatan, pasar dan lain-lain.53 
Dalam hal masalah fungsi wakaf, maka dapat dipahami dari Pasal 5 Undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf jis Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yakni fungsi wakaf 
untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta untuk 
mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan 
ibadah dam untuk mewujudkan kesejahteraan umum.54 Dengan demikian jelaslah, 
bahwa tujuan dan fungsi wakaf adalah disamping untuk memanfaatkan harta benda 
wakaf sesuai dengan ajaran agama Islam ( untuk kepentingan ibadah), juga untuk 
mengekalkan manfaatnya guna mewujudkan potensi ekonomi umat demi 
kepentingan dan kesejahteraan umum. 
c. Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia  
Salah  satu  upaya  strategis  yang  dilakukan  oleh pemerintah untuk   
mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga berdampak 
positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam, yaitu pemerintah terus 
berupaya agar pengelola wakaf dapat berjalan dengan baik dan memberikan harapan 
bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Langkah yang dilakukannya adalah 
dikembangkan sistim pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sesuai dengan 
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tuntutan dan perkembangan yang terjadi serta sesuai garis kebijakan pemerintah. 
Untuk mencapai arah dan tujuan tersebut perlu diadakan pembaharuan hukum wakaf 
yang diperlukan di Indonesia.  
Reformasi hukum wakaf yang dilaksanakan adalah  memberikan akses dan 
kemudahan bagi umat Islam untuk meningkatkan lembaga sosial dan ekonomi Islam 
dalam tatanan hukum positif dalam bentuk Undang-undang. Hal tersebut diperlukan 
untuk memberikan kebebasan dan tempat bagi umat Islam dengan seminimal mungkin 
terhindar dari perlakuan yang diskriminatif. Guna mewujudkan sistim hukum nasional 
yang berpijak pada hukum yang hidup didalam masyarakat, maka hukum Islam 
sebagai bagian sistim hukum nasional harus dijadikan sumber hukum dalam 
pembentukan hukum nasional.  
Problem yang terbesar bidang hukum di Indonesia pada saat sekarang adalah 
supremasi dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran secara obyektif 
masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu yang mempengaruhi adalah belum 
terciptanya materi hukum yang berpijak pada keyakinan yang tumbuh dan dipelihara 
oleh masyarakat baik berdasarkan kebiasaan maupun berdasarkan agama.55 
Lembaga wakaf (berikut pengelolaannya), walaupun secara qoth’i tidak 
disebutkan dalam al-Qur’an, tetapi setidaknya dalam kenyataan telah menjadi bagian 
yang diakui eksistensinya di dalam pergaulan hidup umat Islam. Oleh karena itu sudah 
sepatutnyalah negara dalam hal ini memberikan  tempat lembaga wakaf diatur didalam 
suatu undang-undang khusus.  
Berbicara mengenai wakaf dan pengelolaannya di Indonesia, khususnya 
pengembangan konsep wakaf tunai yang terhitung masih sangat baru, tidak bisa lepas 
dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum. Paling tidak ada tiga periode 
pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu56 :  
1. Periode Tradisional 
                                                 
  55 Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, 2004, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan 
Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, hal. 55-56 
56 Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2006, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, halaman 1-6 
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Dalam periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni 
dimasukkan dalam kategori ibadah madhlah (pokok), yaitu hampir semua benda-
benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan pembangunan dan sarana fisik, 
seperti masjid, mushala, pesantren, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan 
wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk 
kepentingan yang bersifat konsumtif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa aspek 
diantaranya : 
a. Kebekuan paham terhadap wakaf. 
b. Nazhir wakaf yang masih tradisional. 
c. Peraturan perundang-undangan yang belum memadai. 
2. Periode Semi-Profesional 
Dalam periode ini pengelolaan wakaf sudah mulai dikembangkan pola 
pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun  belum maksimal misalnya 
pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan 
gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar dan berbagai pertemuan lainnya, 
contohnya masjid sunda kelapa, masjid pondok Indah, masjid at taqwa pasar 
minggu dan lain-lain, semua terletak di Jakarta, Masjid Agung Jawa Tengah di 
Semarang. Selain itu mulai dikembangkan pula pemberdayaan tanah wakaf untuk 
bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti tokoh-tokoh, koprasi, usaha 
bengkel dan sebagainya, yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan di 
bidang pendidikan (pondok pesantren), seperti yang dilakukan oleh pondok 
pesantren Modern Assalam Gontor Ponorogo. Untuk pengembangan wakaf 
dibidang kesehatan misalnya yang dilakukan oleh yayan wakaf Sultan Agung 
Semarang dan lain sebagainya. 
3. Periode Profesional 
Pada periode ini daya tarik wakaf mulai diperdayakan secara profesional-
produktif. Keprofesionalannya dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM-
Kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf tidak hanya berupa harta tidak 
bergerak, namun meliputi benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga 
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lainnya. Dalam periode ini isu yang paling menonjol adalah munculnya gagasan 
wakaf tunai yang digulirkan oleh seorang tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof, 
MA. Mannan kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi yang di Indonesia 
sudah dimulai dengan adanya dompet Dhuafa Republika.57Pengelolahan wakaf  
yang baru dan modern , lebih menekankan pada prinsip tanggung jawab dan 
ketransparanan.58  
Pembaharuan di bidang dasar hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia, 
secara umum telah diarahkan oleh pemerintah kepada : 
a. Pembangunan materi hukum aparatur hukum, serta sarana dan prasarana 
hukum dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan 
kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. 
b. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap 
memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup 
upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, penegakan hukum dan 
pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka 
penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur serta penyelenggaraan 
pembangunan nasional yang makin lancar.59 
Dengan berlakunya Undang-undang tentang pengelolaan wakaf terjadi 
perubahan besar dan langkah maju di dalam penataan harta wakaf yang ada di 
Indonesia. Reformasi hukum yang dilakukan setidaknya mengubah pemikiran 
sebagai landasan lahirnya Undang-undang wakaf sebagai bagian tata hukum 
nasional pada akhirnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Selain itu sudah barang tentu membawa dampak positif dalam berbagai bidang 
kehidupan, terutama bagi umat Islam di Indonesia. 
                                                 
  57 Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2006, Direktorat Pemberdayaan 
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Pengaturan wakaf yang pernah berlaku secara berturut-turut adalah sebagai 
berikut : 
a. Masa Pemerintahan Kolonial 
Pengaturan administrasi wakaf (tanah) sebenarnya sudah dimulai 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada Tahun 1905, selanjutnya beberapa 
kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang 
diajukan umat Islam.60 
Pada tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah Belanda mengeluarkan 
Surat Edaran Sekretaris Goverment Nomor, 435, yang termuat dalam Bijblad 
Nomor. 6195, tentang Toezichat op den bouw van Mohammedaanshe 
Bedehuizen. Surat edaran tersebut berlaku di seluruh Jawa Madura, kecuali 
Surakarta dan Yogyakarta. Tujuan surat edaran ini untuk mengawasi tanah-
tanah yang diatasnya didirikan bangunan. Jika sudah tidak dipergunakan 
sebagai wakaf supaya jangan diterlantarkan dan supaya didaftarkan agar dapat 
dibatasi, jika kepentingan umum menghendaki. Inti dari surat edaran yang 
ditujukan kepada para Bupati ini adalah : 
1) Supaya para Bupati mendaftar wakaf tanah milik orang yang sudah 
dilakukan umat Islam. 
2) Dan jika wakaf baru harus dengan ijin Bupati.61 
Surat Edaran ini tidak berlaku efektif karena tidak dilaksanakan oleh 
Bupati, bahkan muncul penolakan dari kalangan umat Islam. 
Selanjutnya berturut-turut muncul beberapa Surat Edaran, yang 
kesemuanya tidak berlaku efektif pada masa Kolonial Belanda. Dengan 
munculnya penolakan umat Islam memaksa pemerintah Kolonial Belanda 
melakukan perbaikan dan perubahan kembali atas surat-surat edaran 
sebelumnya, yang kemudian ternyata surat edaran yang dibuat terakhir ( 
tanggal 27 Mei 1935 Nomor. 1273/A, yang termuat dalam Bijblad 1935 
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Nomor 13480, tentang Toezich van de Regeering Op Mohammadaansche En 
Wakaps ini memberikan angin segar bagi umar Islam, karena jika akan 
mewakafkan tidak perlu lagi minta ijin Bupati tetapi cukup pemberian saja.62 
b. Masa Setelah Kemerdekaan 
Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan 
Departemen Agama ( Jawatan Urusan Agama), tanggal 3 Januari 1946, maka 
wakaf mulai menjadi wewenang Departemen Agama. Dasarnya adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 yang disusul dengan terbitnya 
Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952. 
Dalam peraturan tersebut disebutkan Departemen Agama  dengan 
lembaga hierarkinya ke bawah berkewajiban menyelidiki, menentukan, 
mendaftar dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khususnya benda tak 
bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Dengan demikian 
wewenang Departemen Agama terbatas pada hal-hal tersebut. Dan didalamnya 
tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf 
sebagai tanah negara.63 
c. Masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
Pada tahun 1960 Indonesia mempunyai Undang-undang Pokok 
Agraria, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang diundangkan pada 
tanggal 24 September 1960 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 
Noomor 104. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (b) disebutkan bahwa 
“Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana 
umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang 
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya : (b) Untuk 
keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan 
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.64 
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Dalam rangka penertiban tanah wakaf dan pembaharuan hukum 
agraria di Indonesia, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian dari 
pemerintah. Hal ini dapat kita cermati ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, sebagai  berikut : 
1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 
dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan 
dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah 
yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan 
sosial. 
2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 
dimaksud Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh 
negara dengan hak pakai. 
3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.65 
 
d. Masa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 
 
Pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah telah menetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang dimuat dalam Lembaran Negara 
Tahun 1977 Nomor 38. 
Adapun yang menjadi latar belakang dikeluarkannya Peraturan 
Pemerintah ini sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya adalah : 
a) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan 
sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, 
khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai 
kesejahteraan sprituil dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. 
b) Bahwa peraturan perundang-undangan yang sekarang ini yang mengatur 
tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan 
cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal 
yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data yang nyata dan 
lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.66 
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Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, 
kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 
1978, sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.67 
Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977, selanjutnya telah pula dikeluarkan berbagai aturan-aturan lain yang 
mengikutinya sebagai aturan pelaksanaan, antara lain : 
a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata 
Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. 
b) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
c) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1978. 
d) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978, tentang 
Pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Departemen Agama 
Propinsi/setingkat untuk mengangkat dan memberhentikan setiap Kepala 
KUA Kecamatan sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). 
e) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 
Kep/D/75/1979, tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-
peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.68 
e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, 
mengukuhkan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diantaranya 
juga mengatur tentang wakaf. 
Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), erat kaitannya dengan 
disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama 
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yang memberikan kompetensi lebih luas kepada Pengadilan Agama dan 
menjadikan kedudukannya sama dengan Pengadilan Negeri, Kompetensi 
Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya dibidang perkawinan, kemudian 
diperluas di bidang kewarisan, wakaf, wasiat, dan hibah.69 
Dilihat dari tujuan pembentukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
diarahkan kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam di Indonesia. Di 
dalam sistem hukum Indonesia, pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
merupakan satu bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum dalam 
pembangunan hukum nasional Indonesia. Namun demikian pada hakekatnya 
ketentuan wakaf yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
hampir sama dengan ketentuan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.70 
Menurut H.M. Tahir Azhary, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) merupakan suatu elaborasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 1977. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, obyek wakaf yang diatur hanya 
tanah milik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, sehingga obyek 
wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sangat terbatas. 
Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), obyek wakaf meliputi 
benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) mengatur pula tentang ketentuan yang belum pernah diatur di 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu tentang pembatasan 
jumlah nadzir sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian pengaturan wakaf 
dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas jika dibandingkan dengan 
pengaturan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 
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Tahun 1977. Dan Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat antisipatif terhadap 
perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf.71 
f. Pelaksanaan Perwakafan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 
Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah 
peraturan baru, yaitu Undang-undangNomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf. 
Dalam ketentuan peralihan Pasal 70 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, 
menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-
undang ini.72 
Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan aturan-
aturan sebelumnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur subtansi 
yang lebih luas dan luwes. Salah satu perbedaannya antara lain, Undang-
undang ini mengatur wakaf tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. 
Undang-undang ini juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak 
dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan 
atas bagian  bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, 
serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak, contohnya 
adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan 
intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan 
syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (diatur dalam Pasal 
15 dan 16). Lebih khusus lagi masalah wakaf benda bergerak berupa uang 
telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana 
terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 31.73  
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Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004, selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2006, Pemerintah Republik 
Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 
Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, masalah 
harta benda wakaf yang dalam aturan perwakafan sebelumnya hanya dibagi 
dalam harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak, 
maka dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur lebih rinci lagi. Bahwa 
jenis harta benda wakaf meliputi : 
1)  Benda tidak bergerak; 
2)  Benda bergerak selain uang; dan 
3)  Benda bergerak berupa uang. 
Kemudian Pasal 19 mengatur tentang benda selain uang yang 
dikategorikan sebagai berikut : 
1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak yang karena sifatnya yang dapat 
berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-undang. 
2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan karena 
pemakaian. 
3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat 
diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya 
berkelanjutan. 
4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat 
diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah. 
 
Sedang dalam Pasal 20 dicontohkan benda bergerak karena sifatnya 
yang dapat diwakafkan antara lain : kapal, pesawat terbang, logam mulia dan 
lain-lain. 
Kemudian dalam Pasal 21 mengatur tentang benda bergerak selain 
uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang 
tidak bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain disebutkan : 
1) Surat berharga yang berupa : antara lain : saham, surat utang negara, 
obligasi pada umumnya dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai 
dengan uang. 
2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa : hak cipta, hak merek, hak 
disain industri dan lain-lain. 
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3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa : hak sewa, hak pakai, 
perikatan, tuntutan atas sejumlah uang yang dapat ditagih atas benda 
bergerak.74 
 
Terkait dengan masalah pelaksanaan perwakafan tanah milik, maka 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 penerapannya tidak bisa 
dilepaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yang secara 
khusus telah mengatur sebagai berikut : 
1) Tatacara Wakaf  
Tatacara melakukan wakaf tanah diatur dalam Bab III Pasal 9 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, adalah sebagai  berikut : 
a) Bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar 
wakaf. 
b) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) 
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 
c) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama 
d) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembentukan Akta Ikrar Wakaf 
dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 
(dua) orang saksi. 
e) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang 
mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan 
kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut : 
(1) Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya. 
(2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala 
Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah 
dan tidak tersangkut sesuatu sengketa. 
(3) Surat keterangan pendaftaran tanah 
(4) Izin Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub 
Direktorat Agraria setempat. 
 
Setelah seluruh persyaratan dapat terpenuhi, selanjutnya yang harus 
dilakukan adalah mendaftarkan tanah milik tersebut. Adapun mekanisme 
pendaftaran tanah milik diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah 
Nomor. 28 Tahun 1977, sebagai berikut: 
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a) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat 
(4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama 
Nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan 
kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub 
Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik 
yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961. 
b) Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat 
Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat 
(1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku 
tanah dan sertifikatnya. 
c) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka 
pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk 
tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. 
d) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pendaftaran perwakafan 
yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). 
e) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah 
dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nazhir 
yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Pejabat yang ditunjuk 
oleh Menteri Agama.75 
 
2) Pendaftaran Wakaf Tanah Milik 
 
Untuk menjamin adanya kepastian hukum, oleh Pemerintah telah 
diatur tentang pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
yang termuat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 
Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang 
dilengkapi dengan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari aturan 
tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961, yang memuat tentang pendaftaran tanah dan teknik penyelenggaraan 
pendaftaran tanah di negara kita. 
Prinsip umum yang berhubungan dengan pendaftaran tanah telah 
diatur dalam Pasal 19 UUPA Nomor : 5 Tahun 1960, yaitu sebagai berikut : 
a) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 
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b) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : 
(1)  Pengukuran, pemetakan, dan pembukaan tanah; 
(2)  Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
(3)  Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
(4)  Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 
Agraria. 
(5)  Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan 
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut.76 
 
Kemudian dalam penjelasan Umum angka IV, mengenai dasar-
dasar untuk mengadakan kepastian hukum, disebutkan bahwa usaha menuju 
ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari ketentuan dari pasal-pasal 
yang mengatur tentang pendaftaran tanah :  Pasal 23, 34 dan 38, ditujukan 
kepada para pemegang hak yang bersangkutan dengan maksud agar mereka 
memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan Pasal 19 ditujukan 
kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilayah 
Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-kadaster”, 
artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.77 
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA Nomor. 5 
Tahun 1961, ditentukan bahwa agar apa yang telah didaftarkan dalam buku 
tanah tetap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka perubahan yang 
terjadi dalam keadaan sesuatu hak perlu didaftarkan, maka ditentukan 
bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, 
memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah dan 
meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan, harus 
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan seorang Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat itu diwajibkan mengirimkan akta 
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tersebut ke bagian Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan (dahulu disebut 
Kantor Pendaftaran Tanah) untuk didaftarkan dalam buku tanah yang 
bersangkutan (Pasal 22). Agar pejabat tersebut melaksanakan tugasnya 
sebagaimana yang diharapkan, maka dalam Pasal 38-40 diadakan ketentuan 
yang menjamin hal itu. 
Sekalipun demikian dalam UUPA Nomor. 5 Tahun 1960 dan dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sama sekali tidak 
menyebutkan masalah “tanah wakaf” dalam kaitannya dengan suatu 
perbuatan yang mengharuskan adanya pendaftaran tanah. Hal ini karena 
memang tidak ada penegasan mengenai status tanah wakaf yang harus 
didaftarkan secara khusus. Apalagi jika ditilik dari pengertian wakaf itu 
sendiri yang merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum 
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik 
dan melembagakannya untuk diambil manfaatnya yang sesuai dengan 
ajaran Islam (syariat Islam), maka dalam hal ini dapat dikatakan tidak 
terjadi adanya peralihan hak, yang ada hanyalah pemisahan penggunaan 
dari suatu hak atau tepatnya hapusnya hak. 
Menurut Ahmad Azhar Basyir, sejalan dengan kedudukan wakaf 
sebagai salah satu macam shodaqah, maka harta wakaf terlepas dari milik 
wakif dan tidak perlu dipindah menjadi hak milik orang-orang atau badan-
badan yang menjadi tujuan wakaf (mauquf ‘alaih). Harta wakaf terlepas 
dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang 
kemanfaatannya menjadi hak mauquf ‘alaihi. Dengan demikian harta wakaf 
menjadi amanat di tangan pengawas (nazhir).78 
Namun demikian masalah pendaftaran wakaf tanah menjadi sangat 
penting jika dihubungkan dengan tujuan pendaftaran tanah, yaitu agar 
tercipta dan terjamin adanya kepastian hukum. Ketentuan yang terdapat 
dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, berikut Peraturan Pemerintah 
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Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, 
(dalam Pasal 16, 17 dan Pasal 18 yang mengatur tentang wakaf tanah 
(benda wakaf tidak bergerak). Selanjutnya dalam Pasal 28 sampai dengan 
Pasal 33 mengatur tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan kemudian 
Pasal 34 sampai dengan 37 mengatur tentang Tatacara Pembuatan Akta 
Ikrar Wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf serta dilengkapi 
dengan Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 yang mengatur tentang Tatacara 
Pendaftaran Harta Benda Wakaf,79 mengharuskan adanya pendaftaran harta 
benda wakaf yang termasuk didalamnya Wakaf Tanah Milik, karena telah 
terjadi perubahan status terhadap harta tersebut yang kemudian dibuktikan 
dengan keluarnya sertifikat tanah wakaf. Sekilas memberi 
pemahaman/kesan bahwa telah terjadi perubahan status hak milik dari si 
empunya tanah (wakif) kepada nazhir/pengawas (pengelola) harta wakaf. 
Padahal prinsip wakaf adalah status hak miliknya tetap ada, tetapi karena 
dalam wakaf mempunyai spesifikasi tersendiri, yaitu si wakif tidak boleh 
memindah tangankan (menjual, menggadaikan) dan lain-lain serta si 
nazhirpun hanya bertugas mengelola dan mauquf ‘alaih berperan 
mengambil manfaatnya dari harta wakaf tersebut. Prosedur demikian 
tentunya diperlukan sehubungan dengan konstruksi hukum pertanahan kita 
menuntut demikian, sekalipun prinsip ini berbeda jauh dengan prinsip 
hukum Islam mengenai perwakafan. Sebagaimana dikemukakan di atas 
bahwa prinsip dalam wakaf hak sepenuhnya adalah hak Allah. 
Memperhatikan pengaturan perwakafan yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di dalamnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tersebut, maka nampaklah 
bahwa pemerintah telah berusaha dengan sungguh-sungguh mengadakan 
pembaharuan hukum dan dasar hukum wakaf di Indonesia agar manfaat 
harta benda wakaf tidak hanya berfungsi dari aspek teologis/ritual, aspek 
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sosiologis tapi juga aspek ekonomis. Dengan demikian wakaf sebagai salah 
satu lembaga sosial Islam yang merupakan sumber daya/potensi ekonomi 
umat dapat berperan serta dalam mengatasi persoalan kemiskinan/ekonomi 
masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas 
di bidang spiritual maupun materiil berdasarkan Pancasila. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa apabila prosedur perwakafan 
tanah telah ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka akan diterbitkan sertifikat tanah wakaf dan apabila prosedur 
dan tatacara perwakafan tanah tersebut belum dan atau tidak ditempuh 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak bisa 
diterbitkan sertifikat tanah wakaf dimaksud. Oleh karena itu terbukti dari 
jumlah tanah wakaf yang ada di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1536 
bidang dengan luas 486.046.11 .M2 yang telah bersertifikat tanah wakaf 
sebanyak 1.476 bidang dengan luas 448.411.51 M2. Sedang selebihnya 
sebanyak 58 bidang dengan luas 36.309,60 M2 belum bersertifikat tanah 
wakaf. Hal ini sebagai petunjuk bahwa tanah wakaf tersebut belum 
memenuhi prosedur yang berlaku. 
d.  Pelaksanaan wakaf di Beberapa Negara Islam dan Lembaga Sosial Islam 
lainnya. 
1. Pelaksanaan Wakaf di beberapa Negara Islam 
Kebiasaan di Masa Dinasti Abbasiyah  diteruskan sampai sekarang di 
beberapa negara Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Di negara 
Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Turki dan Yordania, lembaga wakaf 
berkembang sangat maju dan mampu memberi manfaat yang besar, bukan 
hanya untuk umum di negara itu, melainkan juga umat di negara lain, karena 
ternyata mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang cukup memadai 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.80 
Beberapa contoh Negara Islam yang melaksanakan wakaf, antara lain : 
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a. Arab Saudi 
Di Arab Saudi ada sebuah lembaga yang disebut Majlis Tinggi 
Wakaf, yang diketahui oleh Menteri Haji dan Wakaf, bidang tugasnya 
adalah mengawasi wakaf dan menguasai permasalahan-permasahalan 
perwakafan. Disamping itu mempunyai wewenang untuk membelanjakan 
hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam 
mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif 
dan manajemen wakaf. 
Wakaf di Arab Saudi bentuknya bermacam-macam, seperti hotel, 
tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun dan tempat ibadah. 
Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan 
membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap 
melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif. Yang lebih khusus 
bahwa segala manfaat/hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut, 
diperuntukkan untuk membangun / kebutuhan kedua kota suci Makkah dan 
Madinah, baik untuk membangun perumahan penduduk, membangun 
sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram, dan fasilitas lain yang diniatkan 
untuk melayani kebutuhan jamaah haji. 
b. Mesir 
Di negeri ini wakaf berkembang sangat menakjubkan karena 
memang dikelola secara profesional. Yang pertama kali melakukan wakaf 
berupa tanah untuk bengunan adalah seorang Hakim Mesir di Zaman 
Hisyam bin Abd. Malik, yang bernama Taubah bin Namirlah. Selanjutnya 
perwakafan di Mesir berkembang pada tahun 1971 Pemerintah Mesir 
membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam 
memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program 
pengembangan wakaf. Badan ini juga bertugas mengusut dan melaksanakan 
semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai 
dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Badan ini juga menguasai 
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pengelolaan wakaf dan memiliki wewenang untuk membelanjakan dengan 
sebaik-baiknya. Untuk pengembangan dan pengelolaan harta wakaf secara 
lebih efektif, Badan Wakaf menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank 
Islam, bahkan mengantisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, 
bekerjasama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi 
perusahaan penting dan memanfaatkan lahan-lahan kosong agar menjadi 
produktif sehingga wakaf sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan 
kaum dhuafa, fakir miskin, juga penyediaan fasilitas kesehatan berupa 
rumah sakit sampai penyediaan obat-obatan. 
c. Turki 
Dilihat dari sejarah bahwa wakaf di Turki sudah dikenal sejak masa 
Utsmaniyah. Pada tahun 1925 harta wakaf di Turki sudah mencapai ¾ dari 
luas lahan produktif. Pusat administrasi wakaf juga berkembang dengan 
baik. Kini mobilitas sumber-sumber wakaf dalam membiayai bermacam-
macam jenis proyek joint-venture telah didirikan Waqf Bank dan Finance 
Corporation. Wakaf  di negara Turki dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Wakaf dan pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan, 
pendidikan dan pelayanan sosial. Pengembangan harta wakaf secara 
produktif melalui upaya komersial dengan melakukan kerjasama dan 
investasi di berbagai lembaga, antara lain dengan Auqaf Guraba Hospital, 
Taksim Hotel ( Sheraton), Ayden Textile Industry, dan lain-lain. 
d. Bangladesh 
Negara Bangladesh terkenal dengan negara miskin dan terbelakang 
dengan jumlah penduduk terbesar. Dalam hal pemahaman ajaran agama dan 
kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar 
bahwa mereka membutuhkan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat 
yang berbasis syari’ah. Wakaf tunai dan wakaf reguler menjadi sarana 
pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah 
dikelola oleh Sosial Invesment Bank Ltd. (SIBL). Instrumen-instrumen 
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keuangan Islam yang telah dikembangkan antara lain : surat obligasi 
pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf 
keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komunitas 
masjid, sertifikat pembayaran zakat, dan lain-lain. Wakaf tunai dapat 
dipandang sebagai bentuk gerakan pembangunan masyarakat dalam 
mengatasi masalah pendidikan, sosial dan ekonomi.81 
2. Lembaga Sosial Islam lainnya 
Zakat, infak dan shadaqah adalah merupakan lembaga sosial Islam 
yang lain selain wakaf dan merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi : 
dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannas 
atau dimensi horizontal. 
Ketiganya jika ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas 
keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta 
memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, 
akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan 
etika kerja umat, serta berbagai institusi pemerataan ekonomi. 
Pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah yang dikelola dan disalurkan 
secara efektif sebagai suatu sisi ihtiar pemberdayaan ekonomi umat, merupakan 
modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat. 
  Pada zaman kejayaan/keemasan Islam, zakat berperan sangat besar 
dalam meningkatkan kesejahteran umat. Zakat tidak sekedar sebagai sebuah 
kewajiban, tetapi lebih dari itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan 
secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.82 
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Sedangkan pengertian potensi ialah kemampuan yang mempunyai 
kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya.83 
Sedangkan kata “ekonomi” mengandung arti ; ilmu mengenai asas-asas 
produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaaan (seperti hal 
keuangan, perindustrian dan perdagangan) dan dapat juga mengandung 
pengertian pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga84. 
Dengan demikian pengertian yang dapat diambil dari judul tesis 
tersebut, bahwa wakaf tanah milik mempunyai kekuatan dan dapat 
dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi umat untuk diambil manfaatnya 
dengan dijadikan sarana produksi dan distribusi perindustrian, perdagangan 
serta usaha-usaha yang lainnya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan 
dan kemaslahatan umat di wilayah Kabupaten Sukoharjo, guna mencapai 
kedamaian serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat sesuai dengan ajaran 
agama/syariat Islam. 
B. Kerangka Berfikir 
Thesis  ini dimulai kajian dari perspektif hukum Islam atau pandangan agama, 
bahwa wakaf adalah kegiatan ibadah. Artinya munculnya perwakafan ini didorong oleh 
sifat keberagamaan seseorang dalam melaksanakan perintah agama. Tetapi disisi lain,  
wakaf juga mempunyai nilai-nilai ekonomi. Wakaf merupakan salah potensi ekonomi 
yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada umumnya, 
dan  ekonomi umat pada khsususnya. 
Kenyataan tersebut telah direspon oleh negara dengan diundangkannya  
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian diikuti lahirnya 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang 
nomor 41 tahun 2004. Dengan demikian Undang-undang perwakafan  merupakan 
hukum positif  yang berlaku di Indonesia.  
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Kemudian thesis memfokuskan pada penelitian perwakafan di wilayah 
Kabupaten Sukoharjo, khususnya wakafkan tanah milik. Masyarakat Sukoharjo 
cenderung mewakafkan tanah miliknya untuk kepentingan  ibadah mahdhah seperti 
masjid, mushalla, dan lain-lain. Belum banyak masyarakat   mewakafkan tanah milik 
untuk kepentingan yang bersifat ekonomi.  Disebabkan masyarakat dipengaruhi oleh 
paham atau pola pikir konvensional atau pandangan fikih tradisional. Dalam prespektif 
hukum Islam wakaf adalah masalah ijtihadi. Dasar-dasar teks dalam al-Qur’an dan al-
hadits tidak dijumpai perintah tegas (qoth’i) mengenai masalah ini.Kemudian wakaf 
dilasanakan karena bertumpu pada tujuan hukum yaitu untuk kepentingan  umum, 
dalam bahasa agama dinamakan maslakhah mursalalah. 
Kemudian,wakaf sebenarnya mempunyai kontribusi besar pada potensi 
ekonomi umat. Tetapi di wilayah Kabupaten Sekoharjo belum menunjukkan 
kenyaataan ini. Di sebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu, faktor Struktur hukum dan 
kultur/ budaya hukum. Struktur hukum : ada pelaksana hukum yang tidak aktif, 
misalnya bimbingan dan penyuluhan. Dan faktor budaya hukum, masyarakat masih 
dipengaruhi  faham konvensional. Jika faktor ini dapat dikurangi atau dirubah, wakaf 
akan dapat memberikan  kontribusi maksimal dalam potensi ekonomi umat. 
  Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut : 
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Wakaf 
Fungsi Ibadah Fungsi Ekonomi 
UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
undang No. 41 Tahun 2004 
Kontribusi Wakaf Tanah Milik sebagai potensi ekonomi umat di 
Kabupaten Sukoharjo 
Subtansi Hukum Struktur  Hukum Kultur Hukum 
Perwakafan tanah milik untuk usaha produktif di Kabupaten Sukoharjo 
belum memberikan kontribusi terhadap potensi ekonomi umat  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal), 
sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian jenis deskriptif kualitatif yakni 
penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin   tentang : Kontribusi wakaf tanah 
milik sebagai potensi ekonomi umat di Kabupaten Sukoharjo.  
Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk dalam bentuk  
penelitian yang diagnostik yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan 
keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya gejala atau beberapa gejala85.    
Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep 
hukum yang menurut Soetandyo Wignyosoebroto seperti dikembangkan oleh Setiono  
adalah sebagai berikut : 
1. Asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang 
menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam). 
2. Norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan 
3. Apa yang diputuskan oleh hakim 
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang 
empirik 
5. Manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi 
mereka ( yang menurut bahasa Setiono ) disebut sebagai hukum yang ada dalam 
benak manusia ).86 
                                                 
85 Soeryono Soekamto, Pengatar Penelitian Hukum, 1984, UI Press, Jakarta, hal. 10 
86 Setiono, Metodologi Penelitian Hukum, UNS, 2005, h. 32 
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Dalam penulisan tesis ini, penulis memakai konsep hukum ke-5, yaitu 
manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi 
antar mereka. Menurut Setiono  penelitian non-doktrinal adalah penelitian atas 
hukum yang tidak dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularitas yang 
terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Hukum adalah 
tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan 
terpola. Setiap perilaku atau aksi merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam 
alam pengalaman indrawi dan empiris.87 Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan 
untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih menggambarkan keadaan apa adanya 
tentang suatu variabel atau keadaan. 
B. Lokasi Penelitian 
 Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di wilayah 
Kabupaten Sukoharjo, tepatnya penulis melakukan penelitian di Kantor Departeman 
Agama Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sukoharjo.       
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu responden. Sedangkan 
data sekunder antara lain mencakup atau di dapat dari dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan buku harian dan 
seterusnya.88 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
                                                 
87 Setiono, 2005, Penelitian Hukum, Training Penelitian Bidang Ilmu Sosial, Surakarta, UNS 
Press.h. 
88 Soeryono Seokamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
1981, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12 
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Merupakan   data  yang   diperoleh   langsung    melalui   studi  
 lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi yang ada kaitannya 
dengan penelitian tesis ini. Dalam penelitian ini diperoleh keterangan secara 
langsung dari responden yang akan diwawancarai yaitu : 
1. Pejabat Departemen Agama, yaitu penyelenggara zakat wakaf. 
2. Kepala KUA Kecamatan Polokarto, sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW). 
3. Kepala KUA Kecamatan Mojolaban, sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) 
4. Kepala KUA Kecamatan Sukoharjo, sebagai Pejabat Pencatat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) 
5. Nazhir 
6. Wakif. 
b. Data Sekunder 
1) Bahan Hukum Primer 
Merupakan data yang diperoleh melalui landasan teori yang bertujuan 
memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku literatur antara lain :     
a. Al-Qur’an dan Hadits 
b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik. 
d. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
2). Bahan Hukum Sekunder 
 a. Artikel 
 b. Karya Ilmiah 
c. Buku dan lain-lain. 
3). Bahan Hukum  Tersier  
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 a. Kamus Hukum Indonesia  
                         b. Kamus Umum Bahasa Indonesia 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi 
dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden. 
2.  Studi Kepustakaan 
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji dan 
mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti 
untuk mendapatkan data-data sekunder. 
E. Teknik Analisa Data  
Untuk menganalisa data  yang telah terkumpul, digunakan teknik analisis 
kualitatif yang penyajiannya dalam bentuk deskriptif terhadap data yang diperoleh. 
Data yang telah terkumpul (hasil wawancara dengan responden) dilakukan reduksi 
data (pemilahan dan penyederhanaan data) selanjutnya ditafsirkan / diinterpretasikan 
menggunakan landasan teori yang telah ditentukan (theoritical interpretative), 
dianalisa dengan menggunakan teknik induktif,  kemudian  analisa terhadap data yang 
berkaitan dengan seberapa besar manfaat wakaf tanah milik sebagai potensi ekonomi 
umat untuk mengangkat keadaan sosial  ekonomi umat akan dilakukan dengan 
pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan pengertian bahwa apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga prilakunya yang nyata, 
yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, selanjutnya menarik kesimpulan. 
Dengan kata lain metode kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan latar belakang dan 
kebenaran.89    
 
 
 
                                                 
89 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1991, Jakarta, hal. 249-250 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo dengan Ibu Kotanya Sukoharjo merupakan salah satu 
daerah yang masuk wilayah Jawa Tengah yang terletak antara 7.31’17.00-
7.49’32.00 Lintang Selatan dan 110.57’337.00” Bujur Timur  dengan luas wilayah 
Kabupaten Sukoharjo 466.66 KM2 (466.66 KM2) (46.6600 Ha) terbagi menjadi12 
Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan. 
Dari 12 Kecamatan wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Polokarto 
yaitu 6.218 Ha (13%) sedangkan paling kecil adalah Kecamatan Kartasura 1923 
Ha (4%) dari luas Kabupaten Sukoharjo. 
Sedang batas wilayah administrasinya adalah : 
 Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. 
 Sebelah Timur  : Kabupaten Karanganyar. 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung  
                                    Kidul (DIY). 
 Sebelah Barat  : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. 
Sungai bengawan Solo membelah Kabupaten ini menjadi 2 bagian : bagian 
utara bergelombang, sedang bagian selatan dataran tinggi dan pegunungan. 
Kabupaten Sukoharjo dikategorikan mempunyai tanah yang subur dikarenakan 
mempunyai cukup air dan curah hujan yang cukup tinggi pada umumnya 
merupakan daerah pertanian, persawahan, perkebunan tebu, sayur-sayuran, 
polowijo dan usaha perikanan darat.90  
                                                 
90 Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kabupaten Sukoharjo, hal. 14 tahun 2009, 
BAPEDDA Kabupaten Sukoharjo. 
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Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan registrasi pendidikan 
tahun 2009 tercatat sebanyak 854.007 jiwa, sebagian penduduknya adalah sebagai 
pemeluk agama Islam, yaitu sebesar 805.050 orang, sedangkan pemeluk agama 
Katolik sebesar 13.669 orang, Kristen 21.233 orang, Budha 786 orang dan Pemeluk 
agama Hindu 604 orang.91 Sebagian besar penduduk Kabupaten Sukoharjo bermata 
pencaharian sebagai petani, yaitu sebanyak 130.254 (43,13 %) dengan luas lahan 
pertanian Kabupaten Sukoharjo tahun 2009 adalah 21.098 Ha, Industri Pengolahan 
125.876 (41.68%) orang dan Kontruksi 23.785 (7.88%) orang.92  
2. Pengaturan Perwakafan Tanah Milik Untuk Usaha Produktif Ditinjau Menurut 
Syari’at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku 
a. Perwakafan Tanah Milik untuk Usaha Produktif ditinjau menurut Syariat Islam 
Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari 
pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga Assunnah. Ttidak ada dalam ayat Al-
Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf seperti  halnya dengan 
ajaran zakat yang banyak di jelaskan dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi. 
Bahkan berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengembangan, 
pokok-pokok yang berhak (mustahiq) mendapatnya dan jenis-jenis barang yang 
harus di zakati dijelaskan secara rinci oleh nash yang begitu banyak sebagai ajaran 
zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang qothiyyud ad-dalalah 
(jelas atau pasti petunjuk lafadz dan maknanya), walaupun banyak hal, teknis 
operasional pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya 
pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi yang ada.93 
Namun Al-Qur’an tidak secara tegas menjelaskan tentang wakaf, bahkan 
tidak ada satupun ayat Al-qur’an yang menyinggung kata waqf. Sedangkan ajaran 
wakaf dan dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran ini lebih dipahami  
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91 Ibid, hal. 37 
              92  Ibid, hal. 20  
              93 Menuju Era Wakaf Produktif, Achmad Junaidi Thobieb al Asyhar, hal. 65 
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berdasarkan konteks Al-Qur’an, sebagai sebuah amal kebaikan, ayat-ayat yang 
dipakai berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut : 
$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
(#qãèŸ2ö‘$# (#rß‰àfó™$#ur 
(#rß‰ç6ôã$#ur öNä3-/u‘ 
(#qè=yèøù$#ur uŽö•y‚ø9$# 
öNà6¯=yès9 šcqßsÎ=øÿè? ) ÇÐÐÈ   
Artinya :   Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 
kemenangan.( Qs. Al-Hajj ayat 77). 
 
`s9 (#qä9$oYs? §ŽÉ9ø9$# 4Ó®Lym 
(#qà)ÏÿZè? $£JÏB šcq™6ÏtéB 4 
$tBur (#qà)ÏÿZè? `ÏB &äóÓx« 
¨bÎ*sù ©!$# ¾ÏmÎ/ ÒOŠÎ=tæ ÇÒËÈ   
Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja 
yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS. Ali 
Imran ayat 92). 
 
ã@sW¨B tûïÏ%©!$# tbqà)ÏÿZãƒ 
óOßgs9ºuqøBr& ’Îû È@‹Î6y™ «!$# 
È@sVyJx. >p¬6ym ôMtFu;/Rr& 
yìö7y™ Ÿ@Î/$uZy™ ’Îû Èe@ä. 
7's#ç7/Yß™ èps•($ÏiB 7p¬6ym 3 
ª!$#ur ß#Ïè»ŸÒãƒ `yJÏ9 âä!$t±o„ 3 
ª!$#ur ììÅ™ºur íOŠÎ=tæ ÇËÏÊÈ   
 Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah 
Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.( QS. Al-Baqarah ayat 261 ). 
Namun ajaran-ajaran tentang amal kebaikan ditegaskan oleh beberapa hadits 
Nabi yang menyinggung masalah ini, yaitu :  
)diteerumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) o erumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) o…ang‘t
elipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Alah Ð Ö Üslamëîñlam  rtinya : _ _
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Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda : “Apabila 
anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga 
perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang 
mendoakan oang tuanya “ ( HR. Muslim ). 
 
Sedang penafsiran shadaqah dalam hadits tersebut adalah  
idak ada dalam ayat Alembahlah Tuhanmu dan perbuatlah keba g
“Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama  
menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.94 
 
Ada hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah 
wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di 
Khaibar : 
“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra, memperoleh 
sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk 
memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang 
tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah 
yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, Bila kamu suka, kamu 
tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar 
melakukan shadaqah, tidak dijual tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. 
Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang kafir, kaum 
kerabat dan budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau 
tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf tanah itu (pengurusnya) makan dari 
hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta” ( HR. Muslim).95  
 
Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan : 
 
ahkan berkaitan dengan ônguasai tanah wakaf tanah itu (pengurusnya) mmenumbuhkan tujuh bulir, p da tiap
asilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud îu gabi yan  
nRegisteredôenumpuk harta” ( HR. Mulim).t adalah gerang kafir, kaum ô g
Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW, 
saya mempunyai seratus dirham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat 
                                                 
94 Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt, hal. 87 
95 Ibid, 
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harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin 
menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan 
jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya 
sedekah untuk sabilillah (HR. Bukhori dan Muslim). 
 
Dilihat dari beberapa ayat dan hadits Nabi yang menyinggung tentang 
wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-
hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga 
ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan 
ta’abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, 
syarat, peruntukan dan lain-lain. 
Meskipun demikian, ayat al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itu 
mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa’ur 
Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-
hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum 
wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan 
metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas, maslahah mursalah dan 
lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para Ulama, bahwa wakaf ini 
sangat identik dengan shadaqah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki 
pahala yang terus menerus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh 
kehidupan manusia. 
Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam 
wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap 
penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). 
Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan 
sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah 
yang memiliki jangkauan yang sangat luas. 
Jika ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf 
merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang 
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dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda 
kesejahteraan masyarakat banyak. Lain dengan zakat yang dalam posisi-posisi 
tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang 
berhak. Namun, kalau wakaf justru yang menjadi kelebihannya terletak pada 
aspek kemanfaatan yang bersifat abadi, sedangkan pokoknya (asalnya) tetap 
utuh sampai waktu yang lama, bahkan abadi. 
Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah 
ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non menajerial yang bisa 
dikembangkan pengelolaannya secara optimal. 
Menurut pengertian bahasa, perkataan “waqf” berasal dari kata bahasa 
Arab “waqafa-yaqifu-waqfa” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, 
memerhatikan, meletakkan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, 
menahan dan tetap bebrdiri.96  Kata “al-waqf” adalah bentuk masdar (gerund) 
dari ungkapan waqfu al-syai’ yang berarti menahan sesuatu. Dalam pengertian 
istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya 
dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu 
menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan 
“tahbisul ashli” ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak 
diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Pengertian “cara 
pemanfaatannya” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf 
(wakif) tanpa imbalan.97 
Para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi definisi 
wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi 
yang beragam, sesuai dengan paham madzhab yang mereka ikuti, mereka juga 
berbeda persepsi di dalam menafsirkan tatacara pelaksanaan wakaf di tempat 
                                                 
96 Farida Prihatin, dkk, 2005, Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di 
Indonesia, Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, hal. 108-
109 
            97 Departemen Agama RI, 2005, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Dirt. 
Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depag, Jakarta, hal. 1-2 
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mereka berada. Al-Minawi yang bermadzhab Syafi’i mengemukakan bahwa 
wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya 
dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para 
dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan Al Kabisi yang bermadzhab 
Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan 
wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap 
menjaga keutuhan bendanya. Definisi yang terakhir ini merupakan tambahan 
saja dari definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang 
mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang 
disedekahkannya adalah manfaatnya saja. 
Imam Malik mengemukakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan 
manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan 
kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai 
dengan apa yang diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang yang 
mewakafkan. Pendapat Imam Malik ini wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk 
selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu tertentu saja (misalnya untuk 
satu tahun), sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat ini dinilai cukup 
relevan dengan kondisi hukum positif di Indonesia saat ini yang mengenal 
dengan Hak Guna Bangunan (HGB), hak pakai  dengan sistem kontrak. Jika 
pendapat Imam Malik ini yang ditetapkan, maka wakaf akan mendapat 
perluasan makna dan perlunasan kesempatan kepada para pihak yang tidak 
memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan tetapi memiliki benda yang 
berstatus temporer. Selain membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan 
wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan 
secara maksimal. 
Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al-
Qur’an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan 
salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan 
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umat manusia. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk  
berbuat kebajikan adalah surat al Hajj ayat 77 yang memerintahkan agar 
manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia. Kemudian dalam surat 
Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT memerintahkan “belanjakanlah sebagian 
harta yang kamu peroleh dengan baik-baik”. Dalam Surat Ali Imran ayat 92 
Allah SWT mengajarkan “Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kami 
belanjakan sebagian harta yang kamu senangi”. Dalam Suruat al-Maidah ayat 2 
Allah SWT memerintahkan agar manusia suka tolong menolong dalam 
mengerjakan kebajikan dan jangan sekali-kali bertolong menolong dalam hal 
mengerjakan keburukan. 
Selain dari firman Allah yang tersebut di atas, dasar hukum 
pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhori Muslim sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ra, ia berkata 
bahwa Umar Ibnu Khaththab mendapat bagian tanah di Khaibar, lalu ia pergi 
kepada Nabi Muhammad SAW, seraya berkata : saya mendapat bagian tanah 
yang belum pernah saya dapatkan harta yang paling saya senangi daripadanya, 
maka apa yang akan nabi perintahkan kepada saya? Nabi Muhammad SAW 
menjawab : bila engkau mau, tahanlah zat bendanya dan sedekahkanlah dan 
menyuruh supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sedangkan manfaat 
benda itu diberikan kepada fukara, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, 
tamu, dan musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusi harta tersebut 
makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak 
bermaksud memiliknya.98 
Para ulama menafsirkan ibadah wakaf diletakkan pada wilayah yang 
bersifat ijtihadi khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis 
wakaf, syarat peruntukan dan lain-lain dan ibadah wakaf  identik dengan 
                                                 
98 Ahmad Azhar Basyir, 1987,  Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, PT Al 
Ma’arif, Bandung, cet. Ke-2, hal. 6 dan lihat juga Muhammad bin Ismail al Kahlani, Subulussalam, 
Jilid 3, Dar al-Fikr, Kairo, tt., hal. 87 
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shadaqah jariyah yaitu suatu amalan ibadah yang memiliki pahala yang terus 
menerus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.  
Apabila hal tersebut diatas, merupakan penafsiran atas pengertian 
wakaf secara umum dan jika dikaitkan dengan wakaf tanah milik yang produktif 
maka dari segi manfaat akan lebih banyak atau lebih besar kemanfaatannya jika 
wakaf tanah milik tersebut diperuntukkan usaha-usaha yang produktif yang 
hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan (fakir, miskin, 
yatim dan lain-lain) untuk membantu dan meringankan serta mempermudah 
masyarakat dalam beribadah kepada Allah, sedangkan benda wakaf/tanah milik 
yang produktif akan tetap utuh sampai waktu yang lama bahkan abadi. 
b.  Pengaturan Perwakafan Tanah Milik untuk Usaha Produktif menurut Undang-
undang yang berlaku 
Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat 
penting dalam memajukan perkembangan agama. Sebelum lahir Undang-undang  
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Perwakafan di Indonesia diatur dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan 
sedikit tercover dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok Agraria. Namun, Peraturan Perundangan tersebut hanya mengatur 
benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk 
kepentingan ibadah mahdhah seperti masjid, mushalla, pesantren, kuburan dan lain-
lain. 
Karena keterbatasan cakupannya, Peraturan Perundangan Perwakafan di-
regulasi agar perwakafan dapat diperdayakan dan dikembangkan secara produktif. 
Regulasi Peraturan Perundangan Perwakafan tersebut berupa Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 tentang Pelaksanaannya. Kedua peraturan perundangan tersebut memiliki 
orgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdlah, juga menekankan perlunya 
pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan 
umat).  
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Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut sesungguhnya telah 
lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. 
Karena masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama karena belum ada 
undang-undang yang secara khusus tentang wakaf, sehingga perwakafan di nengeri 
kita kurang berkembang secara optimal.  
Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat 
menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari. Apalagi disaat negeri kita sedang 
mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Oleh karena 
itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada 
umummya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan tersebut secara 
positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari beberapa 
peraturan yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya 
pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional.  
Setidaknya peraturan perundangan perwakafan (UU dan PP Wakaf) 
tersebut memiliki subtansi antara lain: pertama, benda yang diwakafkan 
(mauqufbih). Dalam peraturan perundangan wakaf sebelumnya hanya menyangkut 
perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan 
yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, 
pesantren, sekolah dan sebagainya. Sedangkan UU dan PP Wakaf ini mengatur juga 
benda wakaf yang bergerak, seperti uang (cash waqf), saham, surat-surat berharga 
lainnya dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup 
signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat 
berharga lainnya merupakan fariable penting dalam pengembangan ekonomi. 
Wakaf uang, saham atau surat berharga lainnya sebagaimana diatur dalam UU 
Wakaf ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif, seperti kekhawatiran 
sebagian orang. Pemanfaatan secara komsumtif berarti menyalahi konsep dasar 
wakaf itu sendiri, karena asensinya adalah agar wakaf uang, saham atau surat 
berharga lainnya yang diamanatkan kepada nazhir dapat dikelola secara produktif 
sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat 
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banyak. Aspek kemanfatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi wakaf itu 
sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak seperti uang dan 
sebagainya diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk 
kesejahteraan masyarakat luas. 
Kedua, persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf). Ada beberapa hal yang 
diatur dalam Undang-undang dan PP wakaf mengenai nadzir wakaf yaitu : (a) 
selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum dan organisasi. 
Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau organisasi diharapkan 
dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih 
baik. (a) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen 
kenazhiran secara propesional, seperti : amanah, memiliki pengetahuan mengenai 
wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan 
yang di perlukan untuk menjalankan tugas nazhir. Penambahan persyaratan nadzir 
ini diharapkan dapat memaksimalkan pengemabangan potensi wakaf yang ada. (c) 
Pembatasan masa jabatan nadzir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak 
mengatur masa kerja nadzir, dalam PP Wakaf ini menjadi poin yang penting agar 
nazhir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk 
menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas kenadhiran. (d) 
Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil bersih 
pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak sekedar 
dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar mau 
dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak 
yang pantas sebagaimana mereka kerja didalam dunia profesional.   
 Ketiga, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf 
nasional yang disebut Badan wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf ini bersifat 
independen yang bertujuan untuk membina terhadap nazhir dalam pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. 
Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nazhir 
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juga berfungsi sebagai pembina nazhir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola 
dan dikembangkan secara produktif. 
Keempat, menekankan pentingnya pemberdayaan harta benda wakaf yang 
menjadi ciri utama UU dan PP Wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan 
benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh 
banyak hal, antara lain faham konserfatisme umat Islam mengenai wakaf, 
khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU dan PP 
Wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda-benda 
wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat 
banyak.99  
Dari subtansi yang keempat inilah regulasi wakaf tanah milik untuk usaha 
produktif mendapat perhatian khusus dan untuk mengelola wakaf tanah milik untuk 
usaha tersebut harus berpegang pada tujuan wakaf yaitu untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna kepentingan ibadah dan atau 
kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2006). 
Wakaf tanah milik untuk usaha produktif lebih ditujukan untuk 
kepentingan umum berarti untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, misalnya 
untuk kepentingan rumah sakit, lembaga pendidikan, perkantoran, pertokoan dan 
sebagainya. Dalam hal ini yang lebih penting adalah melestarikan tujuan wakaf 
dengan cara pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh nazhir agar manfaatnya 
kekal dinikmati  
3. Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Sukoharjo 
Secara historis, anjuran dan misi wakaf untuk menciptakan kesejahteraan 
sosial sebenarnya telah di contohkan di zaman Kejayaan Islam di masa lalu, dimasa 
dinasti Abbasiyah, Wakaf telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi 
sumber pendapatan negara. Ketika itu wakaf yang pada awalnya meliputi berbagai 
aset semacam masjid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, 
kebun/pabrik roti, bangunan kantor, gudang pertanian, tempat perniagaan, pasar, 
                                                 
99 Achmad Junaidi, Tabib Al Azhar, Op.Cit, hal. 89-92 
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tempat pemandian, gudang beras, dan lain-lain, pada akhirnya bisa diambil 
manfaatnya sebagai Instrumen pendapatan negara. 
Jika meneliti lebih jauh, maka akan kita dapatkan bahwa di negara-negara 
tersebut tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berupa investasi 
saham, uang, real estatate, tanah pertanian, flat yang kesemuanya dikelola dengan 
baik dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mewujudkan 
kesejahteraan umat.100 
Melihat perkembangan dan pengelolaan harta wakaf yang telah dilakukan 
oleh berbagai negara Islam yang telah melaksanakan wakaf dan telah berhasil 
memberdayakan harta wakaf sehingga dapat menopang kehidupan perekonomian 
negara, maka dapat kita ketahui pada dasarnya harta wakaf dapat dikelola dan 
dikembangkan menuju upaya peningkatan hasil yang bersifat ekonomi, sehingga 
manfaat harta wakaf itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas demi kesejahteraan 
dan kemaslahatan umat. Pengelolaan harta wakaf tetap dipertahankan sedangkan 
pengembangan manfaat harta wakaf tetap diusahakan. Di sinilah nilai filosofisnya 
harta wakaf sebagai sumber/potensi ekonomi umat. 
Dalam pembahasan telah dikemukakan mengenai pengertian wakaf, bahwa 
wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu melaksanakannya 
diperlukan peraturan Perundang-undangan. Adapun prosedur dan tata cara 
pelaksanaan perwakafan tanah milik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 
Tahun 2004, berikut aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, yang juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977. Dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut 
perwakafan tanah milik di Kabupaten Sukoharjo dapat digambarkan sebagai berikut 
: 
1. Keadaan Tanah Wakaf di Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai luas tanah 46.666 Ha, yang 
terbagi menjadi 12 Kecamatan, terdiri dari 167 desa/kelurahan, yang merupakan 
                                                 
100 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Op.Cit, hal. 31-32 
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suatu daerah yang cukup luas di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan luas 
tersebut menyimpan potensi yang amat besar dalam pembangunan,  salah 
satunya dalam bidang pengembangan keagamaan yang termasuk di dalamnya 
lembaga wakaf. 
Melihat data laporan Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf Tahun 
2009 yang ada di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo, secara rinci 
tentang keadaan tanah wakaf di masing-masing Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Sukoharjo adalah sebagaimana tercantum dalam tabel I dalam 
lampiran. 
Dari tabel tersebut dapat dilihat dengan jelas keadaan tanah wakaf yang 
ada di kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut : 
1. Jumlah tanah wakaf   : 1.536 bidang 
2. Luas tanah wakaf    : 486.941.11 M2 
3. Yang telah bersertifikat   : 1.476 bidang 
4. Luas tanah wakaf yang bersertifikat  :  448.411.51 M2 
5. Yang sudah ber AIW    : 60 bidang 
6. Dalam proses BPN    : 58 bidang 
7. Luas tanah dalam proses BPN  : 36.309.60 M2 
8. Yang belum di BPN    : 2 bidang 
9. Luas yang belum diproses   : 2.225.00 M2 
Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa semua tanah wakaf sudah 
mempunyai akta ikrar wakaf, dan masih dalam proses BPN sebanyak 58 bidang 
seluas 36.309.60 M2  dan belum diproses 2 bidang seluas 2.225.00 M2. 
Selanjutnya jumlah tanah wakaf yang pemanfaatannya masih terfokus 
pada wakaf ritual, yaitu untuk sarana ibadah. Hal ini dapat dilihat pada  tabel II 
dalam lampiran. 
 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wakaf tanah milik 
yang ada di daerah Kabupaten Sukoharjo, menurut jenis penggunaan 
pemanfaatannya dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Untuk masjid    : 1.144 lokasi, luas, 275.788 
2. Untuk langgar/mushalla  : 149 lokasi, luas 22.683.10 M2 
3. Untuk madrasah/sekolah  : 132 lokasi, luas 67.000 M2 
4. Untuk pondok pesantren  : 53 lokasi, luas 48.944.00 M2 
5. Untuk kuburan/makam  : 2 lokasi, luas 660.00 M2 
6. Untuk panti asuhan/sosial  : 47 lokasi, luas 49.291.00 M2 
7. Untuk tanah wakaf produktif  : 7 lokasi, 18.306.00 M2 
Jika memperhatikan jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang 
beragama Islam dapat dikatakan cukup banyak yaitu 805.050 orang 
dibandingkan dengan pemeluk agama lain, maka dalam hal ini menunjukkan 
sumber daya manusianya sangat potensial untuk melakukan hal-hal yang 
bersifat keagamaan lagi produktif, apalagi jika ditopang dengan kemampuan 
yang memadai dan kecukupan segi ekonomi. Luasnya tanah wakaf yang sudah 
diwakafkan oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo menunjukkan betapa sudah 
banyaknya kesadaran masyarakat yang mampu untuk memberikan sebagian 
tanahnya guna diambil manfaatnya untuk kepentingan agama dan sosial 
(kepentingan umum). Terlihat dari Tabel II, penggunaan tanah wakaf sampai 
saat ini masih banyak digunakan untuk sarana ibadah yang berupa masjid dan 
mushalla sedangkan untuk kepentingan sosial masih sedikit apalagi yang 
bersifat produktif, walaupun ada tapi belum banyak dilakukan oleh masyarakat 
Islam di Kabupaten Sukoharjo. 
2. Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik 
Memperhatikan pelaksanaan perwakafan tanah milik yang terjadi di Kabupaten 
Sukoharjo, maka tidak bisa melepaskan pembahsannya dari segi penegakan hukum. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat cukup banyak. 
menurut Soekanto (1990) mengidentifkasi ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum, yaitu Undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, 
masyarakat dan kebudayaan. 
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Sedang pendapat Lawrence M Friedman yang dikutip kembali oleh Esmi 
Warrasih, menyatakan terdapat 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi 
penegakan/bekerjanya suatu hukum dalam masyarakat, yakni komponen 
subtansi/perangkat peraturan,struktur/lembaga ( pelaksana  peraturan ),  komponen 
kultur/budaya hukum masyarakat yang melaksaakan peraturan (Internal Legal Culture 
= Penegak Hukum, Eksternal Legal Culture = Kultur hukum masyarakat).101 
Dari kedua pendapat tersebut, penulis menggunakan pendapat Lawrence M 
Friedman sebagai acuan dalam penelitian ini, karena pelaksanaan wakaf tanah milik 
sudah dapat dikatakan sebagai bentuk budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, 
pembahasan penelitian ini dititik beratkan pada budaya hukum masyarakat sebagai 
faktor utama yang mempengaruhi bekerjanya pelaksanaan hukum perwakafan: 
a. Subtansi  Hukum Perwakafan Tanah Milik 
Berbagai perangkat Hukum yang mengatur tentang perwakafan tanah milik 
sebagaimana telah dikemukakan diatas dan yang terakhir adalah Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 2004, berikut aturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2006, merupakan babak baru dalam sejarah perwakafan di 
Indonesia. Oleh karena itu sebagai atribut hukum kolonial dan aturan lain tentang 
perwakafanyang bertentangan dengan peraturan tersebut harus ditinggalkan dan 
diganti dengan peraturan hukum tersebut. Pada kenyataannya pelaksanaan 
perwakafan tanah milik di kabupaten Sukoharjo sudah menerapkan aturan-aturan 
hukum yang saat ini sedang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari data yang ada, bahwa 
dari jumlah 1.536 bidang wakaf tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 1.476 
bidang dan yang masih dalam proses 58 bidang serta yang belum masuk ke BPN 
sebanyak 2 bidang. Kesemuanya tanah wakaf tersebut telah mempunyai Akta Ikrar 
Wakaf. 
b. Struktur Hukum Perwakafan Tanah Milik 
Dapat dipahami dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 
                                                 
101 Esmi Warrasih, 2005, Op.Cit, hal. 81-82 
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1977, bahwa yang bertanggungjawab dalam bidang perwakan tanah milik dan tata 
caranya adalah Menteri Agama yang dilakukan oleh unit-unit organisasi 
Departemen Agama secara hirarhis, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 
Agama tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, dapat 
dipahami bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki fungsi yang sangat 
setrategis dan multifungsi, sehingga dapat dikatakan sebagai ujung tombak berhasil 
dan tidaknya pelaksanaan wakaf didaerah tersebut, karena Kepala Kantor Urusan 
Agama berperan sebagai pembimbing, pengawas, sekaligus pelaksana perwakafan, 
dalam arti Kepala Kantor Urusan Agama harus berperan aktif (pro aktif) dalam 
pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf tanah hak milik. 
Dalam hal peran Kepala KUA sebagai pembimbing, pengawas, sekaligus 
pelaksana perwakafan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA 
Kecamatan Mojolaban Drs. H. Sarhirjan, S.Ag, 102 
“Bahwa sosialisasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan upaya penyuluhan 
tentang perwakafan diadakan oleh penyelenggara zakat dan wakaf  tingkat 
Kabupaten, yang dihadiri dari Kepala KUA Kecamatan dan beberapa orang 
perwakilan dari desa-desa, sedangkan ditingkat Kecamatan sosialisasi melalui 
pengajian-pengajian yang dilaksanakan didesa-desa untuk memberikan motivasi 
agar masyarakat terdorong hatinya untuk berwakaf, sosialisasi tersebut tidak 
dilaksanakan secara khusus dan berkala”. 
Hal senada disampaikan pula oleh Kepala KUA Kecamatan Polokarto, Agus 
Ridwan W,  S.Ag sebagai berikut :103 
“Untuk penyuluhan atau sosialisasi wakaf ke daerah disamping saya lakukan sendiri 
melalui pengajian-pengajian juga saya pesankan kepada PPN agar dalam setiap 
kesempatan dimana PPN lah yang lebih dekat dengan masyarakat untuk mengajak, 
memberikan motivasi agar masyarakat tergerak hatinya untuk melaksanakan wakaf 
khususnya wakaf yang bersifat produktif, secara berkala dan periodik memang tidak 
terprogram ditingkat kecamatan akan tetapi dari tingkat Kabupaten telah 
dilaksanakan yang dihadiri oleh Kepala KUA dan wakil dari desa-desa” 
 
                                                 
102 Sumber: Wawancara dengan Drs. H Sahirjan S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Mojolaban, 
Jumat 5 Pebruari 2010,di ruang Kantor Kepala KUA Kecamatan Mojolaban. 
103 Sumber: Wawancara dengan Agus Ridwan W, Sag, Kepala KUA Kecamatan Polokarto, 
Jumat 5 Pebruari 2010, di ruang Kantor Kepala KUA Kecamatan Polokarto. 
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         Sebagaimana Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang 
menyebutkan bahwa, Menteri (agama) melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf dan 
mengikut sertakan badan wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan saran dan 
petimbangan Majlis Ulama Indonesia. Upaya pengawasan benda wakaf dapat 
dilakukan langsung oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan 
tugas pembinaan, Menteri dan BWI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi 
masyarakat para ahli, badan international dan pihak lain yang dianggap perlu, 
sedangkan dalam menjalankan pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan 
publik. 
Badan Wakaf Indonesia dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 
47 yang merupakan lembaga independen yang berwenang :  
1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan   mengembangkan 
harta benda wakaf. 
2.   Melakukan pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional 
dan internasional 
3.   Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status 
harta wakaf ; Memberhentikan dan mengganti nazhir ; Memberikan persetujuan 
atas penukaran harta benda wakaf ; Memberikan saran dan pertimbangan 
kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan. 
Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Kasi Garazawa Dra. Hj. 
Susilowati, yang menerangkan :104  
“Bahwa Badan Wakaf Indonesia baru terbentuk di tingkat pusat dan 
dibeberapa Propinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten belum terbentuk 
termasuk di Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo Badan Wakaf 
Indonesia belum terbentuk, sehingga pengawasan dan pembinaan 
perwakafan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 
 
                                                 
                        104 Sumber ; wawancara dengan Dra. Susilowati,Garazawa Kementrian Agama Kabupaten 
Sukoharjo, Jumat 5 Pebruari 2010. 
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Dari jumlah karyawan Departemen Kabupaten Sukoharjo           (data pegawai 
per 31 Desember 2009) sebanyak 53 orang pegawai Kantor Urusan Agama yang 
tersebar di 12 Kecamatan masing-masing Kantor Urusan Agama berjumlah rata-rata 
.4-5 orang yang terdiri dari Pejabat Kantor Urusan Agama dan staf.105 
c. Budaya Hukum Masyarakat 
Komponen penegakan hukum yang terkait langsung dengan  pelaksanaan 
suatu peraturan perundang-undangan adalah masyarakat yang dirangkum dalam 
bentuk budaya hukum masyarakat. Bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat 
dalam rangka penerapan perundang-undangan perwakafan diantaranya adalah 
terbentuknya pengurus harta benda wakaf yang disebut nazhir. 
Menurut Undang-undang perwakafan Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977, Nazhir adalah sekelompok orang atau Badan Hukum/pihak yang diserahi 
tugas menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola, dikembangkan serta 
dipelihara sesuai dengan peruntukannya. 
Lebih tegas lagi diatur dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004, bahwa nazhir mempunyai tugas ; 
Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf  ; 
1) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi dan peruntukannya; 
2)  Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 
3)  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.106 
Berdasarkan laporan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Mojolaban bahwa di Kecamatan tersebut belum terbentuk nazhir secara resmi, hasil 
penelitian di lapangan (wawancara dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan 
                                                 
            105 Data : Kepegawaian Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sukoharjo. 
                       106 Peraturan Perundangan Perwakafan, Op.Cit, hal. 8 
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Mojolaban H. Sahirjan, S.Ag  sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
Kecamatan Mojolaban), sebagai berikut :107 
“bahwa di Kecamatan Mojolaban belum dibentuk nazhir di tingkat Kecamatan 
apabila terdapat masyarakat yang ingin dan bermaksud mewakafkan maka 
Kepala KUA yang dalam hal ini sebagai Penjabat Pembuat Ikrar Wakaf 
langsung menunjuk sekretaris dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Mojolaban, mereka para wakif (yang mewakafkan) sudah menunjuk nazhir 
sendiri dan dengan membawa syarat-syaratnya dan kemudian diikrarkan di 
KUA tersebut, tetapi ada juga orang yang berkeinginan mewakafkan 
menunjuk nazhir dari anggota KUA”.  
 
Sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf Kepala KUA yang bertugas 
sebagai pembimbing dan pengawas, pelaksana perwakafan yang bertanggung 
jawab terhadap perwakafan diwilayahnya telah menerangkan sebagai berikut 
“ Saya sebelum mengikrarkan kehendak wakaf dari wakif telah saya berikan 
penyuluhan dan pengarahan tentang maksud dan tujuan wakif untuk 
mewakafkan tanahnya dan sebagian besar motivasi dari wakif mewakafkan 
tanahnya adalah berorientasi pada ibadah ritual dan wakif berasumsi bahwa 
benda/tanah yang diwakafkan tersebut menurut wakif lebih banyak pahalnya 
jika diwakafkan untuk tempat ibadah. hal ini didasari oleh hadits Nabi yang 
berbunyi : 
 
telah saya berikan rrari anggota g
Hal ini juga diterangkan oleh Kepala KUA Kecamatan Polokarto, Agus Ridwan 
W, S.Ag yang dalam didalam wawancara menerangkan sebagai berikut :108 
“Di KUA Kecamatan Polokarto telah terbentuk nadzir dan salah satu anggota 
nazhir tersebut terdiri  PPN dari desa hal ini untuk mempermudah komunikasi 
kedaerah dan penyuluhan perwakafan didaerah-daerah telah dilaksanakan oleh 
Pejabat Kecamatan maupun PPN dari desa-desa, dan sebelum wakif 
mengikrarkan maksud wakafnya Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Ikrar 
Wakaf juga memberikan pengarahan kepada wakif tentang perwakafan yang 
bersifat ibadah dan wakaf yang produktif, apabila tanah milik yang akan 
diwakafkan akan didirikan tempat ibadah di suatu desa padahal di desa tersebut 
telah ada masjid maka saya mengarahkan agar tidak lagi didirikan masjid 
apalagi tempatnya berdekatan, hal tersebut akan mengurangi keutuhan umat 
Islam sendiri, kebanyakan para wakif masih berpola pikir konvensional, 
                                                 
107 Sahirjan, Loc cit. 
108 Agus Ridwan W, Loc cit. 
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sehingga lebih mantap jika tanah yang diwakafkan didirikan bangunan tempat 
ibadah”. 
_
Kesadaran hukum masyarakat, dalam arti upaya masyarakat untuk 
bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang telah diundangkan merupakan 
faktor utama bagi berjalannya suatu hukum dalam masyarakat. Hal ini secara 
konkrit dapat dilihat dari upaya masyarakat untuk memahami produk-produk 
hukum yang lahir, kemudian dilanjutkan dengan suatu tindakan yang sesuai 
dengan mekanisme hukum yang telah diundangkan tersebut. 
Berdasarkan data di lapangan, bahwa di wilayah Kabupaten Sukoharjo 
jumlah tanah wakaf sebanyak 1.548 bidang dengan luas 486.046.11 M2. Hal ini 
juga merupakan indikator tingkat kesadaran masyarakat Sukoharjo dalam 
melaksanakan ajaran agamanya di bidang perwakafan, bahkan menunjukkan 
pula bahwa masyarakat Sukoharjo mempunyai potensi yang sangat besar dalam 
menunjang program pemerintah di bidang pembangunan dari sektor 
pembangunan mental spiritual masyarakat melalui pelaksanaan perwakafan 
tanah untuk kepentingan umum walau saat ini baru dimanfaatkan untuk 
kepentingan ibadah sosial yang berupa masjid, mushalla, madrasah/sekolah 
maupun panti asuhan. 
Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan suatu 
peraturan perundang-undangan adalah merupakan budaya hukum masyarakat, 
sangat menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum yang berlaku. 
Penegakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk mencapai 
kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jika 
dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat juga berpotensi dalam 
mempengaruhi penegakkan hukum tersebut. 
 
B. Pembahasan 
1. Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif  menurut syari’at 
Islam dan perundang-undangan  
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a.  Dalam Syariat Islam 
Syari’at Islam tidak merumuskan secara jelas dan rinci tentang perwakafan, 
hal ini berbeda dengan masalah zakat. Dalam  zakat telah ditentukan tentang 
subyek, obyek dan bahkan tetang teknis oporasionalisasi zakat. Wakaf dalam 
sejarah Islam, dikenal sejak masa Rosululloh SAW karena pensyariatannya sejak 
nabi berhijrah ke madinah pada tahun 2 Hijriyah, pendapat tentang yang pertama 
kali melakukan wakaf, yaitu Rasulullah dan Umar bin Khathab109, kemudian Abu 
Thalhah menyusulinya dengan mewakafkan kebun kesayangannya (Bairoha) dan 
disusul oleh sahabat-sahabat lainnya. 
Data sejarah ini menunjukkan masalah perwakafan berada dalam wilayah 
ijtihad, hal tersebut juga dikemukakan para ulama bahwa wakaf digolongkan amal 
sholeh (shodaqoh jariah) yaitu amal perbuatan yang pahalanya mengalir terus 
hingga si pewakaf meninggal dunia. Di sini menunjukkan bahwa keabadian harta 
wakaf harus selalu dijaga agar tidak habis dipergunakan untuk kebutuhan yang 
bersifat konsumtif sedangkan kemanfaatan benda wakaf dapat dipergunakan untuk 
kepentingan kesejahteraan umat. 
Sedangkan yang dimaksud ijtihad, yaitu berasal dari bahasa arab, “jahada” 
yang berarti bersugguh-sungguh, dalam arti terminologi hukum ialah usaha yang 
bersungguh-sungguh, dengan menggunakan segala kemampuan yang ada, 
dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan 
garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam al-quran dan 
sunnah Rasulullah 110 
Adapun ijtihad menurut ulama Ushul ialah usaha saeorang yang ahli fiqh 
yang menggunakan kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat 
amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci. 
                                                 
109 Al-Syaukani; 129, dalam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fikih Wakaf, (Jakarta; 
Direktorat Jendral Bimbingan masyarakat Islam, DEPAG RI, 2006; hal ,4 
110 HM Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta, Balai Pustaka, 1983, hal 104. 
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Sementara itu, sebagian ulama yang lain memberikan definisi ijtihad adalah 
usaha mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya baik dalam 
menetapkan hukum-hukum syara’ maupun untuk mengamalkan dan 
menerapkannya. 
Dari pengertian ijtihad sebagaimana disebut di atas, maka ijtihad 
mengandung dua faktor: 
Pertama, ijtihad yang khusus untuk menetapkan hukum dan penjelasannya. 
Pengertian ini adalah pengertian ijtihad yang sempurna dan dikhususkan bagi 
ulama’ yang bermaksud untuk mengetahui ketentuan hukum-hukum furu’ 
amaliyah dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci.  
Kedua, ijtihad khusus untuk menerapkan dan mengamalkan hukum. Mereka 
inilah yang mencari dan menerapkan ‘illat terhadap berbagai kasus juz’iyah, 
dengan menerapkan prinsip-prinsip ulama’ terdahulu. Dengan tugas penerapan 
tersebut maka akan menjadi jelaslah ketentuan hukum-hukum tentang masalah-
masalah yang tak dikenal oleh ulama’ terdahulu.111 
 Lembaga ijtihad ini digunakan apabila al-Quran dan assunah tidak 
mengatur secara detail (rinci), dalam bentuk praktisnya hasil ijtihad adalah kitab 
hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan 
konsensus (ijmak) Ulama. Pada proses penerapan hukum islam ini diperlukan 
pendekatan, antara lain dengan melalui peraturan perundang-undangan, peradilan 
(yudikatif), sosial maupun prilaku.112  
Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat 
penting. Hal ini disebabkan ketentuan-ketentuan muamalat yang ada dalam al 
quran dan hadist bersifat umum, sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, 
kegiatan muamalat selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 
                                                 
111 Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Penerjemah: Syifullah Ma’shum, Slamet Basyir, 
Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi, Fuad Falahuddin, Jakarta, Pustaka 
Firdaus, 2003, hal. 567. 
112 Gemala dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salman Barlintih, Hukum Perikatan Islam di 
Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 7-8. 
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Oleh karena itu, ayat dan hadis hukum yang menjadi obyek ijtihad hanyalah yang 
dzanni sifatnya, ijtihad dapat juga dilakukan terhadap hal-hal yang tidak terdapat 
ketentuan yang terdapat dalam al quran dan hadis dan juga mengenai masalah 
hukum baru yang timbul dan berkembang di masyarakat.113 
Hazairin berpendapat, bahwa ketentuan yang berasal dari ijtihad  ulil amri 
terbagi dua, yaitu sebagai berikut; 
1) Berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya 
untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin 
langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam al quran, mungkin pula 
ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladanyang diberikan oleh 
nabi Muhammad, dan 
2) Ketentuan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum 
baru bagi keadaan-keadaa  baru menurut tempat dan waktu, dengan 
berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam alqur an dan 
sunnah rosul 114. 
 
Perwakafan tanah hak milik untuk usaha produktif adalah bagian dari 
pemikiran syari’at Islam  dalam merespon perkembangan zaman. Tanah wakaf 
dikelola sedemikian rupa yang hasilnya diperuntukkan kepentingan agama dan 
untuk kesejahteraan masyarakat umum , yaitu hasil dari wakaf tersebut bukan 
hanya diperuntukkan dan dapat dinikmati oleh segolongan dan kelompok serta 
agama tertentu saja akan tetapi dapat juga dinikmati oleh semua lapisan 
masyarakat masyarakat.  
Wakaf tanah produktif berupa sawah yang digarap untuk lahan pertanian 
yang diharapkan menghasilkan uang, untuk membiayai kepentingan pendidikan, 
santunan anak yatim dan usia lanjut (jompo). Sedangkan wakaf benda tak 
bergerak lebih banyak diperuntukkan untuk kepentingan ibadah mahdhah, 
misalnya masjid, mushalla,  pondok pesantren dan balai pengobatan.  
b. Dalam peraturan Perundang-undangan. 
                                                 
113 Loc. Cit, Moh. Daud Ali hal, 107 
114 Ibid, hal 105 
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Penelusuran tentang perkembangan wakaf di Indonesia tercatat dalam 
sejarah ada tiga peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu : 
1) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 
2) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang 
mengatur wakaf dan shodaqah. 
3) Undang- undang nomor  41 tahun 2004 tentang Wakaf. 
4) Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-
undang nomor 41 tahun 2004. tentang Wakaf.  
Beberapa Undang-undang tersebut merupakan respon pemerintah terhadap 
umat Islam yang berupa regulasi, agar perwakafan dapat berjalan baik, dan tidak 
keluar dari  ajaran agama juga diharapkan dapat ikut serta dalam meningkatan 
perekonomian umat pada umumnya . 
Peraturan pemerintah no. 28 tahun 1997 pada intinya mengatur dan 
memberikan legitimasi tentang pendaftaran tanah wakaf. Adanya pendaftaran 
terhadap  wakaf tanah tersebut secara umum memberi legitimasi dan kekuatan 
hukum bagi tanah wakaf tersebut. Hanya saja pengaturan mengenai wakaf yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 masih terbatas wakaf 
tanah milik . 
Ketentuan tentang perwakafan pada Kompilasi Hukum Islam hampir sama 
dengan ketentuan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 28 
tahun 1977, hanya saja ada beberapa  perbedaan  yaitu dalam Peraturan Pemerinta 
nomor 28 tahun 1977 obyek wakaf terbatas hanya tanah milik  sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam obyek wakaf meliputi benda bergerak maupun benda 
tidak bergerak,  perbedaan lain yaitu nazhir  pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 
tahun 1977 adalan seseorang atau badan hukum sedangkan pada Kompilasi 
Hukum Islam seseorang atau kelompok orang atau badan hukum, selain itu  
Kompilasi Hukum Islam mengatur pula tentang ketentuan tentang pembatasan 
jumlah nazhir sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam 
Kompilasi Hukum Islam lebih luas jika dibandingkan dengan pengaturan wakaf 
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yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1997. Dan Kompilasi 
Hukum Islam lebih bersifat antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan umat 
Islam tentang wakaf. 
Beberapa perundangan-undangan yang menyebutkan tentang wakaf benda 
bergerak terdapat Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 15  
yang berbunyi “harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan 
dikuasai oleh wakif secara sah, dan pasal 16 yang berbunyi “1) harta benda wakaf 
terdiri dari; a. Benda tidak bergerak, dan b. Benda bergerak. 2) Benda tidak 
bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; a. Hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang-berlaku baik yang 
sudah maupun yang belum terdaftar, b. Bangunan atau bagian bangunan yang 
berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, c. Tanaman dan benda 
lain yang berkaitan dengan tanah, d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, e. Benda tidak 
bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; a. Uang, b. 
Logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan intelektual, f. 
Hak sewa, dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariat dan 
peraturan perundangundangan yang berlaku”. Lebih khusus lagi masalah wakaf 
benda bergerak berupa uang telah diatur dalam pasal 28 sampai pasal 31. 
Sedangkan perundangan lain tidak mencantumkan seperti apa yang disebut dalam 
pasal-pasal di atas. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 adalah 
merupakan perluasan benda yang diwakafkan atau mauquf bih. Sebelum Undang-
undang tentang wakaf ini berlaku, pengaturan wakaf hanya menyangkut 
perwakafan benda taka bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk 
kepentingan konsumtif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, 
sekolah dan sebagainya. Namun saat ini sedang berkembang dan sudah 
dipraktekkan oleh sebagian lembaga Islam terhadap wacana wakaf benda 
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bergerak, seperti uang (cash waqf), saham atau surat-surat berharga lainnya seperti 
yang diatur dalam undang-undang wakaf ini. 
Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, dimana terdapat perluasan 
harta benda wakaf yaitu yang berupa harta yang bergerak adalah merupakan suatu 
terobosan baru dibidang perwakafan sebagaimana dalam konsiderannya yang 
disebutkan bahwa terbitnya undang-undang ini menyebutkan bahwa lembaga 
wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi 
perlu dikelola secara efektif dan efesien untuk kepentingan ibadah dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka untuk memelihara kepentingan 
dan memajukan kesejahteraan, perlu peningkatan peran wakaf disamping sebagai 
pranata keagamaan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi sehingga 
perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. 
Wakaf dapat ditunaikan apabila benda itu menjadi milik sempurna (al 
milkuttam ) artinya benda wakaf tersebut  secara subtansi,  benda itu dikuasai 
ujudnya dan juga dikuasai manfaatnya, misalnya orang memiliki satu bidang 
tanah. Pemilikan dan pemanfaatan benda tersebut berada ditangan sipemilik, 
misalnya sebidang tanah tersebut disewakan, si pemilik tidak menguasai tentang 
pemanfaatan benda tersebut. Perwakafan tanah semacam ini belum dapat 
dilaksanakan menurut hukum Islam jika pemanfaatan benda tersebut  belum 
kembali dimiliki si pemilik. Dalam hukum Islam benda ini dapat digolongkan 
dalam pemilikan secara sempurna. 
Benda tak bergerak dan bergerak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 
16 tersebut tidak banyak menimbulkan masalah dalam hukum Islam dalam kajian-
kajian klasik hukum Islam sudah diketemukan pembahasan masalah tersebut 
tetapi, harus memenuhi persyaratan dalam perwakafan yaitu sesuai dengan fungsi 
wakaf yaitu hasil dari benda wakaf dimanfaatkan sebesar-besar untuk 
kesejahteraan umat, sedangkan harta benda wakaf tetap abadi sesuai dengan 
syariat Islam. 
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Perwakafan benda bergerak sebagaimana tercantum dalam pasal 16  seperti 
a. Uang, b. Logam mulia, c. Surat berharga, d. Kendaraan, e. Hak atas kekayaan 
intelektual, f. Hak sewa, dan g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.  
Pasal ini dapat dikatakan masalah baru dalam hukum Islam. Pembahasan-
pembahasan hukum Islam klasik tidak banyak dijumpai masalah ini. Modernisasi 
dalam dunia ekonomi mendorong hukum Islam merespon hal tersebut. Maka 
muncullah satu pemikiran yang disebut ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad 
dimaksud para ahli hukum Islam dituntut untuk mengembangkan pemikiran agar 
hukum Islam mampu menyelaraskan dengan modernisasi di bidang ekonomi. 
Dengan sendirinya hukum Islam menerima perkembangan perwakafan. Seperti 
wakaf uang, hak intelektual dan lain sebagainya sebagaimana tercantum dalam 
pasal 16 tersebut diatas. 
Terbitnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, 
menunjukkan sikap responsif dari pemerintah terhadap kepentingan umat Islam di 
bidang perwakafan. Regulasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-priinsiip  
ijtihad, yakni untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya, dan umat Islam 
khususnya, kemaslahatan yang dimaksud adalah memberikan kemudahan kepada 
masyarakat luas dari berbagsi golongan dan agama untuk mempermudah dalam 
beribadah kepada Allah. Dengan demikian undang-undang ini mempriorotaskan 
pemberdayaan wakaf secara produktif disamping juga dapat dijadikan payung 
hukum perkawafan di Indonesia.   
Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat didambakan. 
Wakaf itu bukan hanya sebagai shock breker dalam kehidupan umat, hanya untuk 
menanggulangi kebutuhan yang ada, melainkan wakaf yang produktif yang 
menjadi sumber dana untuk membangun umat, membangun bangsa dan negara. 
Kalau bisa, negara tidak perlu meminjam ke negara-negara luar (negara-negara 
donor) seperti IMF (International Monetery Found) atau IDB (International 
Development Bank), tetapi dibiayai dengan wakaf yang ada di Indoesia sendiri. 
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Disinilah nilai maslahah mursalah ( kemaslahatan umat), yang dapat mengisi 
hukum perwakafan menurut syariat yang bersifat ijtihadi.  
  
2. Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Sumber Daya Ekonomi Umat 
Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik 
oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada 
masyarakat. Dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang agama Islam 
mengajarkan bahwa didalamnya melekat hak fakir miskin yang harus diberikan oleh 
pemiliknya secara ikhlas kepada yang memerlukannya sesuai ketentuan yang telah 
ditentukan, diantaranya melalui zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf. 
Sebagaimana ketentuan dalam firman Allah dalam Surat Adzariyah ayat 19 yang 
artinya “Dan didalam harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta-minta dan untuk orang miskin yang tidak mendapat bahagian (yang tidak 
meminta-minta)”.115 
Kepemilikan harta benda yang tidak menyertakan kemanfaatan terhadap 
orang lain merupakan sikap yang tidak disukai oleh Allah SWT. Agama Islam 
selalu, menganjurkan agar senantiasa memelihara keseimbangan sebagai makhluk 
pribadi dan makhluk sosial dalam tata kehidupan masyarakat. 
Konsep Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi dengan keimanan 
kepada Allah SWT. Ajaran Islam melarang seseorang menimbun harta untuk 
kepentingan dirinya sendiri, sedang masyarakat di sekitarnya hidup berada dalam 
kesusahan dan kemelaratan. Islam memberi petunjuk agar manusia selalu berada 
dalam kebersamaan dan tolong menolong dalam kebaikan selaku makhluk sosial 
yang saling kasih mengasihi. Sikap yang dituntut dari seseorang yang memiliki 
harta benda adalah sikap moderat dan tidak menghambur-hamburkan harta 
kekayaan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat.  
Sikap yang baik adalah mendermakan sebagian hartanya untuk  kebajikan 
kaum fakir miskin, sehingga terwujud kemakmuran secara adil. Jika ibadah wakaf 
                                                 
         115 Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.Cit, hal. 859 
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dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh dan kontribusi 
terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan 
masyarakat. 
Kontribusi yang dimaksud adalah bagaimana pemanfaatan wakaf tanah milik 
tersebut sebagai salah satu sumber daya ekonomi umat dapat memberikan 
sumbangan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan masyarakat. Pada 
dasarnya ibadah wakaf bisa membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial 
masyarakat yang sedang berada dalam kesempitan, yakni memudahkan jalan 
beribadah kepada Allah. Menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang 
sakit dan menyediakan sarana untuk belajar dengan baik dan segala keperluan lain 
untuk kepentingan umum. 
Wakaf tanah milik produktif lebih menekankan kepada hasil tanah tersebut. 
Akan tetapi tetap melestarikan atau menahan harta itu, sesuai dengan tujuan dan 
fungsi wakaf. Wakaf benda tak bergerak memang dijumpai lebih banyak daripada 
wakaf tanah produktif, seperti peneliti temukan dalam penelitian di wilayah 
kabupaten Sukoharjo. Data yang diperoleh dari sejumlah 1.536 lokasi namun hanya 
ada 10 tanah wakaf produktif.   
Data mengenai jumlah wakaf tanak hak milik yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo, menurut  jenis penggunaan / pemanfaatannya  (lihat tabel II dalam 
lampiran)   menujukkan sudah mulai ada pergeseran mengenai fungsi wakaf. Wakaf 
tidak hanya untuk kepentingan ibadah mahdhah, tetapi sudah merambah untuk 
kepentingan kesejahteraan sosial. Misalnya tanah wakaf produktif yang ada di 
Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto. 
Untuk mengukur kontribusi pelaksanaan wakaf tanah milik yang terjadi di 
daerah kabupaten Sukoharjo adalah dengan melihat pemanfaatan dan penggunaan 
tanah wakaf tersebut. Dengan memperhatikan data  tabel II dalam lampiran; yaitu 
mengenai jumlah wakaf tanah milik di Kabupaten Sukoharjo, menurut jenis 
penggunaan/pemanfaatannya. Pada umumnya tanah-tanah wakaf tersebut, 
pengelolaannya masih bersifat komsumtif dan tradisional. Namun demikian, 
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kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah dapat dirasakan 
walaupun belum maksimal, terutama wakaf tanah milik yang berfungsi sosial, 
misalnya untuk sarana dan prasana pendidikan, dan pondok pesantren. Sedang 
wakaf tanah milik yang mempunyai kontribusi langsung terhadap ekonomi umat 
dapat dikatakan masih kurang walaupun jika menilik pemanfaatan tanah milik yang 
ada pada saat ini sudah ada 10 bidang yang diklasifikasikan sebagai wakaf tanah 
produktif yang kesemuanya terletak di Desa Blimbing Kecamatan Polokarto. 
Hasil penelitian di lapangan (wawancara dengan Bapak Marbadi, alamat 
Blimbing, Rt. 5, Rw 4, Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten 
Sukoharjo : Jabatan Ketua Majlis Wakaf Muhammadiyah Cabang Blimbing dan 
sebagai nazhir dengan SK dari PP Muhammadiyah No. 13/SK.PP/I-A/7.C/2000) 
menemukan data, bahwa dari tanah wakaf yang diklasifikasikan sebagai tanah 
wakaf produktif di Kecamatan Polokarto sebanyak 10 bidang tersebar di seluruh 
wilayah Polokarto dengan luas 21.865 M2 ( 3,5 petak ). Sementara dimanfaatkan 
sebagai lahan pertanian, ditanami padi tiap 1 tahun 3 kali tanam. Penggunaan hasil 
dari wakaf tanah produktif tersebut dimanfaatkan untuk 1) Pengelolahan anak yatim 
dan lanjut usia (jompo), 2) Pengelolaan Pondok Pensantren Imam Syuhodo. 
Dari hasil panen sawah wakaf tanah milik produktif setiap tahun 
diperuntukkan bagi pengelolaan anak yatim hal tersebut secara lengkap terungkap 
melalui wawancara dengan Bapak Ibnu Salim Ketua PKU Muhammadiyah Cabang 
Blimbing sebagai berikut116 :  
“Wakaf tanah milik yang dikelolah oleh majlis wakaf Muhammadiyah yang 
hasilnya diperuntukkan asuh yatim (tidak dirumahkan) yaitu sebanyak 128 
anak dan lanjut usia (jompo) sebanyak 91 orang, setiap bulan memberikan 
santunan untuk anak Taman kanak- kanak mendapat beras 5 liter, anak 
Sekolah Dasar mendapat 5 liter beras dan uang sebesar Rp. 15.000,-, anak  
SMP mendapat 5 liter beras dan uang sebesar Rp. 20.000,- sedangkan anak 
SMA mendapat 5 liter beras dan uang sebesar Rp.35.000,-, rata-rata Majlis 
Wakaf Muhammadiyah Cabang Blimbing mampu menyalurkan 2,5 
Kwintal Beras, sedangkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan, yang 
                                                 
116 Sumber wawancara dengan Bapak Ibnu Salim, Ketua PKU Muhhamdiyah Cabang 
Blimbing, Jum;at, 5 Pebruari 2010, di Kantor Koperasi Pegawai Negeri Kecamatan Polokarto 
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mana uang yang dibagikan tersebut berasal dari donatur tetap yang 
memberikan sumbangan uang yang masing-masing donatur berkisar 
Rp.1000,- sampai dengan Rp.50.000,- setiap orang. Beras yang dibagikan 
kepada para yatim serta  lansia (jompo) dari hasil panen tanah hak milik 
produktif yang di kelolah oleh Majlis Wakaf Muhammadiyah Cabang 
Blimbing juga membagikan beras hasil panen dari wakaf tanah milik 
tersebut secara insidentil kepada masyarakat  sekitar Desa Wonorejo yang 
membutuhkan bantuan ” 
 
Sedangkan hasil panen wakaf tanah milik produktif yang 
diperuntukkan guna operasional pondok pesantren Imam Syuhodo, terungkap 
dari hasil wawancara dengan Bapak Yunus Pengasuh dan pengelola Pondok 
Pesantren Iman Syuhodo, sebagai berikut117: 
 
“Hasil wakaf tanah milik produktif yang diperoleh dan diterima Pondok 
Pesantren Imam Syuhodo dipergunakan untuk membiayai anak/siswa-siswi 
yang belajar di pondok pesantren Imam Syuhodo Syuhodo yang terdiri dari 
yatim dan fakir miskin. Dari jumlah siswa-siswi 485 orang kurang lebih 
10%nya yaitu 50 0rang  mendapat keringanan  biaya , dari Rp. 320.000,- 
per siswa setiap bulan menjadi Rp. 175.000,-setiap bulan” 
 
3. Faktor Penyebab Perwakafan Tanah Milik Tidak Banyak di Lakukan 
Untuk Usaha Produktif oleh Umat Islam di Kabupaten Sukoharjo 
Untuk mengetahui mengapa masyarakat / umat Islam di Kabupaten 
Sukoharjo tidak banyak yang mewakafkan tanah milik untuk usaha produktif, 
bahkan cenderung lebih banyak yang mewakafkan tanah milik tersebut untuk 
kepentingan-kepentingan yang bersifat ritual, seperti untuk sarana ibadah, 
sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Directori Wakaf 
Kantor Departeman Agama, yang menunjukkan bahwa dari sejumlah seluruh 
wakaf tanah hak milik di Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebanyak 1.536 lokasi 
dengan luas 486.946.11 M2 yang kemanfaatannya sebagian besar 
diperuntukkan bangunan masjid, mushalla / langgar, madrasah / sekolah, 
                                                 
117 Sumber wawancara dengan Bapak Yunus, Pengasuh dan pengelola Pondok Pesantren Imam 
Syuhodo, kecamatan Polokarto, tanggal 5 Pebruari 2010 di kantor Pondok Pesantren Imam Suhodo. 
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makam, ponpes, sedangkan wakaf tanah milik yang diperuntukkan sebagai 
wakaf produktif hanya 7 lokasi dengan luas 18.306.00 M2 saja yaitu yang 
terletak di desa Wonorejo Kecamatan Polokarto. Untuk lebih jelas keadaan dan 
peruntukan wakaf tanah milik untuk usaha produktif tersebut sebagaimana hasil 
wawancara dengan Bapak Marbadi (Ketua Majlis Wakaf Muhammadiyah 
Cabang Blimbing), yang dari wawancara tersebut dapat ditemukan fakta bahwa 
dari wakaf  lahan wakaf tanah produktif seluas 3,5 petak yang dikelola oleh 
Badan Majlis Wakaf di wilayah Wonorejo Kecamatan Polokarto telah dikelola 
secara maksimal yang hasilnya diperuntukkan lola yatim dan lanjut usia 
(jompo) yang berada di desa Wonorejo, Blimbing Polokarto dan untuk 
keperluan operasional penduduk pesantren Imam Syuhodo sebagaimana hasil 
wawancara dengan Bapak Yunus pengelolaan dan pengasuh Pondok Pesantren 
Imam Syuhodo.  
Salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk 
mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensinya sehingga 
berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam yaitu 
pemerintah telah berupaya agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik 
dan memberikan harapan bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Langkah yang 
dilakukan adalah dikembangkan sistem pengelola dan pengembangan wakaf 
yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi sesuai dengan 
garis kebijakan pemerintah, untuk mencapai arah dan tujuan tersebut maka 
diadakan pembaharuan hukum wakaf. 
Pembaharuan hukum wakaf di Indonesia dilakukan dengan 
dikeluarkannya peraturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf. Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang pertama 
yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Aturan dalam undang-undang 
tersebut secara umum banyak terdapat hal-hal yang baru dibandingkan dengan 
aturan-aturan sebelumnya. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur 
subtansi yang lebih luas dan luwes. Salah satu perbedaannya antara lain : 
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Undang-undang ini mengatur wakaf tidak terbatas hanya pada  wakaf tanah 
milik. Undang-undang ini juga membahas benda wakaf menjadi benda 
bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak, contohnya, hak atas tanah, 
bangunan atas bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan 
tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya, 
adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan 
intelektual dan hak sewa serta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan 
syariat dan perundang-undangan yang berlaku. 
Undang-undang Perwakafan Nomor 41 tahun 2004 berikut Aturan 
Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan 
babak baru sejarah perwakafan di Indonesia dan kesemua peraturan tersebut 
telah berlaku serta telah disosialikan kepada masyarakat luas khususnya umat 
Islam di Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat, pada umumnya wakaf 
digunakan untuk masjid, mushalla, sekolah, ponpes, asrama yatim piatu, 
makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam 
bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dapat dimanfatkan bagi pihak-pihak 
yang memerlukan khususnya fakir miskin. Dilihat dari segi sosial, khususnya 
untuk kepentingan peribadatan, memang efektif, memang dampaknya kurang 
berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, 
apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal yang tersebut diatas, 
tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka tujuan 
wakaf untuk kesejahteraan sosial ekonomi dari lembaga wakaf tersebut tidak 
akan dapat terealisir secara optimal. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti ingin mengetahui dan membahas 
perwakafan tanah milik yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk mengetahui 
mengapa umat Islam di Kabupaten Sukoharjo tidak banyak yang melakukan 
wakaf tanah miliknya untuk usaha produktif. Maka peneliti menghubungkan 
dengan teori Lawrence Meir Friedman, bahwa penerapan sistem hukum harus 
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secara lengkap berdasarkan teori tentang bekerjanya hukum sebagai suatu 
proses terhadap tiga komponen, yaitu: (a) subtansi, mencakup aturan-aturan 
hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis (b) struktur hukum yang 
mencakup institusi-institusi penegak hukum, dan (c) kultur/ budaya hukum, 
mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan cara berpikir dan motifasi dari 
wakif maupun dari warga masyarakat. Masing-masing komponen itu dapat 
dijelaskan sebagai berikut :  
a. Subtansi Hukum Perwakafan Tanah Milik 
Berbagai perangkat hukum yang mengatur perwakafan tanah milik 
sebagaimana telah dikemukakan diatas, dari berbagai macam peraturan yang 
terakhir adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, berikut  aturan 
pelaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, merupakan 
babak baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia, sehingga dengan 
berlakunya undang-undang tersebut harus dijadikan dasar untuk 
melaksanakan perwakafan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sukoharjo. 
Jika ditilik dari data yang ada ( berdasarkan direktori wakaf 
Kabupaten Sukoharjo) maka dapat dilihat bahwa dari semua jumlah wakaf 
tanah milik yaitu 1.536 bidang dengan luas  486.941.11 M2 yang 
kesemuanya telah mempunyai akta ikrar wakaf, dan yang telah bersertifikat 
adalah 1.476 bidang dengan luas 448.411.51 M2,  sedangkan yang masih 
dalam proses di BPN sebanyak 58 bidang dengan luas 36.309.60 M2 dan 
yang belum diproses 2 bidang dengan luas 2.225.00 M2, kesemuanya telah 
mempunyai akta ikrar wakaf, melihat kenyataam tersebut dapat dikatakan 
bahwa pelaksanaan perwakafan tanah milik di Kabupaten Sukoharjo telah 
menerapkan aturan-aturan hukum yang saat ini sedang berlaku. 
Komponen subtansi hukum perwakafan tanah hak milik untuk usaha 
produktif di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil penelitian  bukan 
merupakan faktor penghambat, karena komponen substansi hukum telah 
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memberikan pengaturan tentang wakaf untuk usaha produktif dan hal 
tersebut telah diterapkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  
b. Struktur Hukum. 
Dapat dipahami dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan 
Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah 
Nomor  28 Tahun 1977, bahwa yang bertanggung jawab dalam bidang 
perwakafan tanah milik dan tatacaranya adalah Menteri Agama, yang 
dilakukan oleh Unit-unit Organisasi Departemen Agama secara hirarkhis, 
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan 
Organisasi dan tata kerja Departemen Agama.  
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dapat 
dipahami bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki fungsi 
yang sangat strategis dan multi fungsi, sehingga dapat dikatakan sebagai 
ujung tombak berhasil dan tidaknya pelakanaan perwakafan didaerah 
tersebut, karena Kepala Kantor Urusan Agama berperan sebagai 
pembimbing, pengawas,  sekaligus pelaksanan perwakafan dan dalam arti 
Kepala Urusan Agama harus berperan aktif ( pro aktif  ) dalam pelaksanaan 
wakaf, termasuk wakaf tanah hak milik, hasil wawancara dari Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Mojolaban (H. Sahirjan, S.Ag) dan Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto (Agus Ridwan W, S.Ag) 
menunjukkan bahwa sosialisasi tentang perwakafan tanah milik telah 
dilaksanakan baik ditingkat Kabupaten yaitu dari penyelenggara zakat wakaf 
Kabupaten Sukoharjo dan tingkat Kecamatan yaitu oleh Kepala Kantor 
Urusan Agama dan staf, serta di desa-desa dilakukan oleh PPN di tingkat 
keluarahan/desa. Sosialisasi/penyuluhan tentang wakaf ditingkat kecamatan 
maupun kelurahan/desa tidak dilaksanakan  secara periodik hanya dalam 
ivent-ivent tertentu saja (acara pengajian), sehingga sosialisasi/penyuluhan 
tentang wakaf agar masyarakat dapat termotifasi/terdorong untuk 
melaksanakan wakaf kurang maksimal sehingga untuk menggalakkan wakaf 
 xcviii 
terutama wakaf tanah hak milik untuk usaha produktif agar tercapai 
kesejahteraan umat dibidang perekonomian belum dapat terlaksana. 
Disamping  KUA sebagai penanggung jawab perwakafan baik mengenai 
pelaksanaan,pembinaan  maupun dibidang  pengawasan juga Badan Wakaf 
Indonesia berwenang mengawasi jalannya perwakafan,  berdasarkan  
wawancara dengan Dra. Susilowati  dapat diketahui bahwa Badan Wakaf 
Indonesia di Propinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Sukoharjo belum 
terbentuk sehingga tidak tercapainya  sosialisasi maupun penerapan hukum 
perwakafan secara maksimal disebabkan karena Badan Wakaf Indonesia 
belum terbentuk. Jika melihat data pegawai Departmen Agama sebanyak 53 
orang Pegawai Kantor Urusan Agama tersebar di 12 Kecamatan, masing-
masing Kantor Urusan Agama berjumlah rata-rata 4-5 orang yang terdiri 
dari pejabat dan staf, jika dilihat dari jumlah penegak hukum perwakafan 
tanah milik  telah cukup memadai. 
 
c. Budaya Hukum Masyarakat 
Komponen penegakan hukum yang terkait langsung dengan pelaksanaan 
suatu peraturan perundang-undangan adalah masyarakat yang dirangkum dalam 
bentuk budaya hukum masyarakat atau disebut dengan the legal culture adalah 
keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh 
tempatnya yang logis dalam perangkat budaya milik masyarakat umum. Jadi 
apa yang disebut dengan budaya hukum adalah tidak lain dari keseluruhan sikap 
dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu 
berlaku bagi masyarakat. Budaya hukum ini oleh Friedman disebut sebagai 
bensinya motor keadilan (the legal culture profides fuel for the motor of justice). 
Berbicara tentang budaya hukum, juga berbicara tentang kesadaraan 
hukum masyarakat. Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 
dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam 
masyarakat. Untuk mengenal tentang budaya hukum dan kesadaran hukum 
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masyarakat, tidak cukup hanya mempergunakan secara konvensional yang 
lazim dikenal dalam ilmu hukum sekarang, akan tetapi perlu mempergunakan 
berbagai indikator yang telah berkembang saat ini, terutama hal-hal yang 
menyangkut tentang pemikiran kembali apa yang menjadi tujuan hukum dan 
redefinisi tentang fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat. Dengan 
demikian budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan dua hal 
yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaruan 
hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman 
tingkah laku yang harus dituruti. Walaupun hukum yang dibuat itu memenuhi 
persyaratan yang ditentukan secara filosofis dan yuridis, tetapi kalau kesadaran 
hukum masyarakat tidak mempunyai respon untuk mentaati dan mematuhi 
peraturan hukum tidak ada, maka peraturan hukum yang dibuat itu tidak akan 
efektif berlakunya dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat 
merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum 
dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam 
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum, dipatuhi 
oleh masyarakat maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, 
tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan 
hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu 
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, 
diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. 
Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus 
diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat. 
Menurut Solly Lubis kesadaran adalah paduan sikap mental dan tingkah 
laku terhadap masalah-masalah yang mempunyai segi hukum yang meliputi 
pengetahuan mengenai seluk beluk hukum, penghayatan atau internalisasi 
terhadap nilai-nilai keadilan dan ketaatan atau kepatuhan (obedience) terhadap 
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hukum yang berlaku118. Dalam pengertian ini dilihat dari kenyataan dan data 
yang ada bahwa pelaksanaan wakaf tanah milik untuk usaha produktif belum 
banyak di lakukan oleh umat Islam di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini disebabkan 
karena faktor budaya umat Islam yang masih berorientasi pada paham yang 
konvensional, seperti pemahaman suatu dalil/hadits yaitu :  
eenurut Solly Lubisamencakup inst  
“Barang siapa yang medirikan Masjid maka akan dirikan oleh Allah 
untuknya rumah di surga” 
 
Hal tersebut telah menjadi dasar keyakinan umat Islam sehingga mempengaruhi 
perilaku perwakafan tanah milik yang diperuntukkan sebagai ibadah ritual 
seperti wakaf untuk tempat ibadah yaitu masjid, mushalla dan lain-lain. 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahunm 2006 yang merupakan peraturan baru yang mana 
didalamnya mengatur tentang perwakafan yang mengatur subtansi yang lebih 
luwes. Salah satunya yaitu mengatur wakaf yang tidak terbatas wakaf tanah 
milik, Undang-undang ini juga membahas benda wakaf menjadi benda bergerak 
dan tidak bergerak, contohnya, hak atas tanah, bangunan atas bagian bangunan, 
tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah 
susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat 
berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa serta benda 
bergerak lainnya sesuai dengan syarat dan perundang-undangan yang berlaku.  
Upaya pemerintah tersebut dimaksudkan agar wakaf sebagai budaya 
hukum masyarakat dapat ikut serta mengentaskan permasalahan-permasalahan 
perekonomian umat Islam pada umumnya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi 
wakaf yaitu dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu fungsi wakaf 
                                                 
118 Abdul Manan, 2006,  Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, hal. 96-98 
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untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf serta 
untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 
kepentingan ibadah dan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan 
demikian jelaslah, bahwa tujuan dan fungsi wakaf disamping untuk 
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan ajaran agama Islam untuk 
kepentingan ibadah juga untuk mengekalkan manfaatnya guna mewujudkan 
potensi ekonomi umat demi kepentingan dan kesejahteraan umum, fungsi dan 
tujuan yang terakhir ini yang belum tercapai secara optimal. Agar tercapai 
tujuan wakaf yaitu terwujudnya potensi ekonomi umat demi kepentingan dan 
kesejahteraan umum harus dilakukan dan diupayakan semaksimal mungkin 
untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dalam  beribadah wakaf terutama 
ditujukan wakaf untuk usaha produktif hal tersebut bisa ditempuh dengan 
mengadakan penyuluhan tentang wakaf kepada umat Islam khususnya di 
Kabupaten Sukoharjo secara periodik. 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
  Dari seluruh uraian sebagaimana tersebut dalam pembahasan, maka peneliti 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengaturan perwakafan tanah milik untuk usaha produktif dalam syariat Islam 
adalah masalah ijtihad, tidak ada ketentuan yang tegas dalam teks al-Qur’an dan 
hadits. Sedangkan dalam perundang-undangan diatur dalam Peraturan Pemerintah 
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nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres nomor 1 tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam, buku III yang mengatur wakaf dan shodaqah, 
Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan  Peraturan Pemerintah 
nomor 42 tahun 2006  tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 
tentang Wakaf, tujuan wakaf untuk ibadah dan atau kesejahteran  umum menurut 
syari’at Islam. 
2. Wakaf tanah milik mempunyai potensi yang besar dalam memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan ekonomi umat akan tetapi, masih sangat sedikit dan belum 
dapat dirasakan pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat secara optimal ; 
3.  Perwakafan tanah milik untuk usaha produktif tidak banyak dilakukan di kabupaten 
Sukoharjo, adapun yang merupakan faktor-faktor penghambat adalah: 
a. Struktur hukum;1. Kepala Kantor Urusan Agama belum menjalankan tugasnya 
sebagai pembimbing, pengawas, pelaksana perwakafan secara maksimal, 
khususnya di bidang pembimbingan. 2.  Belum terbentuknya Badan Wakaf 
Indonesia ditinhkat Kabupaten.  
b. Budaya hukum umat Islam di Sukoharjo masih berorientasi pada pola pikir 
konvensional. Wakaf dipahami sebagaimana yang ada dalam pengetian agama 
secara klasik .Disamping kurang maksimalnya sosialisasi undang-undang 
perwakafan kepada masyarakat ditingkat pedesaan.   
 
B. Implikasi. 
  Berdasarkan kesimpulan di atas, maka implikasi penelitian dapat  ditentukan 
sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab masyrakat Islam di Sukoharjo belum banyak melakukan 
perwakafan tanah milik untuk kepentingan ekonomi,  disebabkan Kepala Kantor 
Urusan Agama sebagai pembimbing belum melaksanakan pembimbingan secara 
maksimal, belum terbentuknya Badan Wakaf Nasional di tingkat Kabupaten, dan 
budaya hukum masyarakat masih berfaham konvensional. Jika faktor penyebab ini 
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tidak dibenahi maka akan berdampak, wakaf tidak dapat memberi kontribusi  
maksimal terhadap  perekonomian  umat.  
2. Agar faktor penyebab yang mempengaruhi perwakafan tanah milik yang tidak 
mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap ekonomi umat, diperlukan 
perubahan kinerja Kepala Kantor Urusan Agama agar lebih aktif. Budaya hukum 
masyarakat didorong agar terjadi perubahan pola pikir yang responsif terhadap 
perkembangan masayarakat sesuai dengan pandangan Islam. 
C. Saran. 
1. Kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama agar melaksanakan sosialisasi 
tentang wakaf secara periodik, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, 
aparat Depag, tokoh masayarat, dan umat Islam secara umum dan Segera di bentuk 
Badan Wakaf Indonesia di tingkat Kabupaten..  
2. Kepada Kepala KUA agar melaksanakan bimbingan kepada umat Islam, sehinggga 
umat menjadi faham tentang wakaf, tidak hanya dari sudut prosedur wakaf, tetapi 
juga  pemahaman wakaf yang lebih komprehensif. Wakaf adalah masalah ijtihadi 
yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman. 
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